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Widia Ade Putri (B1111205), dengan judul Studi Kasus Alasan Perceraian 
Salah Satu Pihak Mendapat  Cacat Badan Atau Penyakit Yang 
Mengakibatkan Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai 
Suami/Istri (Putusan No. 130/Pdt.G/2014/Pa/Sgm Dan Putusan 
No.183/Pdt.G/2015/Pa.Blk), Di bahwa bimbingan Anwar Borahima 
sebagai pembimbing I dan Achmad sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria cacat badan atau 
penyakit sebagai akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 
suami/istri yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian serta untuk 
mengetahui penerapan cacat badan atau penyakit sebagai akibat tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri sebagai alasan 
perceraian. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 
menggunakan teknik wawancara (interview) dan teknik studi kepustakaan. 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari data primer maupun 
data sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis tersebut 
akan diperoleh kesimpulan yang akan menjawab masalah yang dibahas 
dalam penulisan skripsi ini. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kriteria cacat badan atau 
penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah cacat 
badan karena suami/istri menderita penyakit berat yang dapat menular 
kepada pasangannya sehingga tidak memungkinkan lagi melakukan 
hubungan suami istri, yang dapat berupa kusta atau aids. Lemah syahwat 
atau impoten tidak termasuk dalam kriteria cacat badan atau penyakit 
yang dapat dijadikan alasan perceraian karena menurut pertimbangan 
hakim, lemah syahwat atau impoten adalah penyakit yang masih ada 
kemungkinan untuk disembuhkan. Pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam menetapkan cacat badan sebagai alasan perceraian melihat pada 
alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, dalil gugatan apa saja 
dan dalil bantahan apa saja yang terbukti sebagaimana telah diajukan 
para pihak. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Hak 
tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia, salah satu Hak Asasi 
Manusia ialah melakukan perkawinan dan membentuk keluarga. Dalam 
Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merumuskan :  
Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak 
dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak 
untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka 
mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam 
masa perkawinan dan di saat perceraian.  
 
Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945 yang 
merumuskan : 
“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan dengan melaluai perkawinan yang sah.”  
Oleh karena perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia 
yang mana Hak Asasi Manusia ialah merupakan anugrah yang diberikan 
oleh Tuhan sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, maka setiap 
orang dapat melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga tanpa 
dihalangi oleh siapapun. 
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Secara umum hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30 
sampai Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
ialah untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir batin satu sama lain. Apabila telah sah dan sempurna suatu 
akad perkawinan maka sejak itu suami memperoleh hak-hak tertentu 
beserta kewajiban tertentu, begitu pula sebaliknya isteri memperoleh hak-
hak tertentu dan kewajiban tertentu pula. 1  Dari banyak gejala dalam 
masyarakat maka akan ternyata bahwa hak itu memerlukan kewajiban 
supaya dia dapat berdiri, karena hak itu tidak dapat berdiri sendiri, 
sedangkan kewajiban itu dapat berdiri sendiri dengan tidak memerlukan 
hak untuk membantunya. Berdasarkan adanya kenyataan ini jelas bahwa 
yang penting bukanlah hak, tetapi kewajiban, karena hak itu akan hilang 
kalau kewajiban itu tidak ada. Oleh karena itu hukum Islam menentukan 
“bahwa hak itu adalah bersifat pasif dinamis sedangkan kewajiban itu 
bersifat aktif dinamis” oleh karena itu ilmu hukum harus lebih dahulu 
mengutamakan mengatur kewajiban manusia dalam masyarakat dari pada 
mengatur hak-haknya seperti halnya keadaan sekarang. Karena dengan 
melaksanakan kewajiban masing-masing maka masyarakat akan dapat 
menigkat maju dan akibatnya segala hak akan terjamin.2  
Dalam kehidupan suami istri tidak selamanya kewajiban tersebut 
bisa dijalankan dengan baik, walaupun sudah diusahakan oleh suami istri 
                                                             
1
 A. Ma‟mun Rauf, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan (Hukum Islam II), Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan 
Penerbitan (LEPPEN) Universitas Muslim Indonesia, 1990, hlm.93.  
2
 Ibid., hlm.11. 
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namun hal ini bisa menjadi pemicu perselisihan. Dalam kenyataan banyak 
pasangan suami istri yang dapat mengatasi masalah tersebut, namun 
tidak banyak juga pasangan suami istri yang tidak mampu mengatasi 
permasalahan dalam rumah tangga mereka sehingga terjadi perselisihan 
yang berkepanjangan. Dengan begitu hal ini dapat menjadi pemicu 
perpecahan dalam rumah tangga, sehingga perceraian merupakan salah 
satu cara yang bisa mereka lakukan. 
Dengan demikian tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak 
terlaksana lagi, yaitu sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan 
dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yaitu : 
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Mahaesa. 
 
Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga 
yang damai dan teratur. Selain itu, menurut pendapat Masdar Helmi 
bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan 
hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk 
keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani 
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hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan 
dan ketentraman keluarga dan masyarakat. 
3
 
Adapun beberapa alasan untuk dapat mengajukan gugatan 
perceraian yang salah satunya di atur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : 
(e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 
suami/istri. 
Dengan begitu, Cacat badan atau penyakit pun dapat menjadi 
sebuah alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan perceraian 
karena apabila salah satu mendapat cacat badan atau sakit maka hal ini 
bisa membuat salah satu dari suami atau istri tidak bisa menjalankan 
kewajibannya. Tidak diperolehnya keturunan karena ketidakmampuan 
salah satu pihak, bukan merupakan sebab resmi bercerai. Apabila terjadi, 
itu hanyalah hak untuk memilih, yang dapat digunakan atau tidak. Jadi, 
jelaslah bahwa faktor ini sangat memengaruhi manusia, di samping faktor-
faktor lain untuk melakukan perkawinan.4 
Seperti halnya dalam kasus perceraian yang terjadi berdasarkan 
putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.130/Pdt.G/2014/PA.SGM 
dan putusan Pengadilan Agama Bulukumba No. 183/Pdt.G/2015/PA.BLK. 
Dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa 
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 Ibid., hlm.45. 
4 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 25. 
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No.130/Pdt.G/2014/PA.SGM tersebut dipaparkan bahwa penggugat (istri) 
dan tergugat (suami) menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 dan 
mendaftarkan gugatannya pada tanggal 17 Februari 2014 di Kepanitraan 
Pengadilan Agama Sungguminasa. Setelah penikahan tersebut 
penggugat dan tergugat hidup sebagai pasangan suami istri selama satu 
bulan namun belum pernah melakukan hubungan suami istri dan hal ini 
pula yang menjadi salah satu alasan perceraiannya. Oleh karena itu 
antara penggugat dan tergugat pun terjadi perselisihan, yang salah 
satunya juga diakibatkan karena menurut peenggugat, tergugat tidak 
pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan juga tergugat pernah 
mengancam bahwa penggugat akan dibunuh dan dilaporkan kepada polisi 
dengan tuduhan penipuan. Namun tergugat mengiyakan bahwa tergugat 
memang pernah melaporkan penggugat ke polisi atas tuduhan penipuan 
atas uang mahar karena menurutnya penggugat tidak ingin di sentuh 
kemudian tergugat juga membantah tuduhan yang dituduhkan kepadanya 
bahwa ia lemah syahwat tetapi peenggugatlah yang tidak ingin disentuh 
oleh tergugat dan juga mengatakan bahwa tergugat pernah memberikan 
uang belanja sebesar RP. 500.000 kepada penggugat. Dengan terjadinya 
perselisihan ini pemohon maupun termohon sudah sama-sama tidak ingin 
melanjutkan lagi perkawinan mereka.  
Selanjutnya putusan Pengadilan Agama Bulukumba 
No.183/Pdt.G/2015/PA.BLK tersebut dipaparkan bahwa penggugat (istri) 
dan tergugat (suami) menikah pada tanggal 6 Oktober 2014 dan 
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mendaftarkan gugatannya pada tanggal 19 Maret 2015 di Kepanitraan 
Pengadilan Agama Bulukumba. Setelah pernikahan tersebut penggugat 
dan tergugat hidup sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih satu 
bulan namun belum pernah melakukan hubungan suami istri dan hal ini 
pula yang menjadi salah satu alasan perceraiannya. Oleh karena itu 
antara penggugat dan tergugat pun terjadi perselisihan, yang salah 
satunya juga diakibatkan karena menurut penggugat, tergugat tidak 
pernah memberikan nafkah lahir maupun batin karena tergugat lemah 
syahwat dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan 
tergugat yaitu pada bulan November 2014 yang di mana pada saat itu 
tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali 
menemui pengugat dan sejak saat itu pula penggugat dan tergugat 
berpisah tempat tinggal. Namun tergugat membantah bahwa tergugat 
tidak pernah memberikan nafkah karena menurut tergugat, tergugat 
pernah memeberikan uang belanja sebesar Rp. 1.000.000 kepada 
penggugat. Tetapi tergugat mengiyakan bahwa tergugat memang 
menderita lemah syahwat dan tergugat tidak meninggalkan penggugat 
melainkan penggugat yang menuruhnya untuk pergi berobat maka 
tergugat kembali ke kampungnya untuk menjalani pengobatan. Dengan 
terjadinya perselisihan ini penggugat maupun tergugat sudah sama-sama 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka 
muncullah beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam 
skripsi ini yaitu sebagai berikut : 
1) Apakah kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat 
dijadikan alasan perceraian ? 
2) Bagaimanakah penerapan cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri 
sebagai alasan perceraian ? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu : 
1) Untuk mengetahui apa sajakah kriteria cacat badan atau penyakit 
sebagai akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 
suami/istri yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. 
2) Untuk mengetahui penerapan cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri 
sebagai alasan perceraian. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu : 
1) Diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan 
dibidang hukum perkawinan. 
2) Dapat memberi informasi bagi penelitian lain yang akan meneliti 






 Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah 
melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 
seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin 
antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua 
belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga 
yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang 
diridhoi oleh Allah.5  Menurut Pasal 26 KUH Perdata dikatakan „Undang-
Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata‟ 
dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa „tidak ada upacara 
keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak 
membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di 
hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung‟. Pasal 81 KUH 
Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang 
menyatakan „Seorang petugas agama yang melakukan upacara 
perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan 
sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan 
pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak 
                                                             
5
 Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 




empat ribu lima ratus rupiah‟. Kalimat „yang hanya dapat dilangsungkan di 
hadapan pejabat catatan sipil‟ tersebut bahwa peraturan ini tidak berlaku 
bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau 
Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) 
dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) tertentu, di luar orang Cina.6 
 Sedangkan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang 
kemudian dalam penjelasannya disebutkan : 
“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila 
yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan 
agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 
mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsure bathin/ 
rohani juga mempunyai peran penting…” 
 
Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan tidak hanya 
merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan 
kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan 
hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama 
sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang 
sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang 
                                                             
6
 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan 
Hukum Agama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 7. 
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lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara 
perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.
7
 
 Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang 
terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang 
pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. 
Dalam tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan 
adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan 
perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin 
dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalinnya ikatan 
lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan 
membina keluarga yang bahagia dan kekal. 8 
1) Prinsip-Prinsip Perkawinan 
Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam 
perkawinan, yaitu:9 
a) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang 
mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan 
peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua 
belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau 
tidak. 
                                                             
q7 H. Riduan Syahrani, S.H, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (Edisi Revisi), 
Bandung: PT. Alumni, 2010, hlm.61. 
 
8
 Ibid., hlm.61. 
9 Soemiyati, Op.Cit. hlm. 4. 
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b) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab 
ada ketentuan larangan-larangan perkawinan anatar pria dan 
wanita yang harus diindahkan. 
c) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi 
persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut 
kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan 
pelaksanaa perkawinan itu sendiri. 
d) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu 
keluarga/ rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk 
selama-lamanya. 
e) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah 
tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada 
suami.  
Menurut Ahmad Azhar Basyir, MA. perkawinan menurut ajaran 
Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :10 
1) Pilihan jodoh yang tepat 
2) Perkawinan didahuluai dengan peminangan 
3) Ada ketentuan larangan perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan 
4) Perkawinan didasarkan atas sukarela antara pihak-pihak yang 
bersangkutan 
5) Ada persaksian dalam akad nikah 
                                                             
10 A. Ma’mun Rauf, Op.Cit. hlm. 51. 
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6) Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu 
7) Ada kewajiban membayar maskawin atas suami 
8) Ada kebebasan memajukan syarat dalam  akad nikah 
9) Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suaminya 
10) Ada kewajiban bergaul dalam kehidupan rumah tangga 
2) Klasifikasi Perkawinan 
Menurut Asaf A.A Fyzee bahwa klasifikasi perkawinan dalam 
Islam ada tiga yaitu :11 
1. Perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang dilaksanakan 
dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta tiadanya 
halangan yang menghalanginya baik yang absolute maupun 
yang relatif. 
2. Perkawinan yang batal, yaitu perkawinan yang dilaksanakan 
dengan tidak memenuhi syarat dan atau rukunnya, serta 
melanggar halangan-halangan yang sifatnya absolut, seperti 
perkawinan dengan sodara, sepersusuan dan sebagainya. 
3. Perkawinan yang pasif ,yakni perkawinan yang dilaksanakan 
tidak memenuhi syarat dan atau rukunnya, sedangkan 
halangannya itu adalah bersifat relatif seperti kawin dengan 
perempuan yang ada hubungannya mahram dengan istrinya, 
                                                             
11 Ibid., hlm. 55 
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atau perkawinan dengan perempuan yang masih dalam 
masalah iddah dan sebagainya.
 
3) Syarat Syahnya Suatu Perkawinan 
 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan 
perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah 
sebagaiamana disebutkan dalam Pasal 6 sebagai berikut :12 
1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai 
2. Adanya izin kedu orang tua/ wali bagi calon mempelai yang 
belum berusia 21 tahun 
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia 
calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun 
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak 
dalam hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin 
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain 
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama 
lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan 
kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk 
ketiga kalinya 
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita 
yang janda. 
 
                                                             
12 H. Riduan Syahrani, Op.Cit. hlm. 64 
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Oleh karena itu sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus 
memenuhi rukun sebagai berikut :
13
 
a) Syarat Umum  
Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan 
larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Q.S Al Baqarah 
Ayat 221 : 
 َلَ َٗ  ۗ ٌْ ُنَْزجَجْعَأ ْ٘ َى َٗ  ٍخَِمشْشٍُ  ِْ ٍِ  ٌشْٞ َخ ٌخَْ ٍِ ْئٍُ  ٌخٍَ ََلَ َٗ  ۚ َِّ ٍِ ُْئٝ ٰٚ َّزَد ِدبَِمشْشَُ ْىا اُِ٘ذن ْْ َر َلَ َٗ اُِ٘ذن ْْ ُر 
ا َِٚىا َُ ُ٘عَْذٝ َِلئ َٰىُٗأ ۗ ٌْ َُنجَجْعَأ ْ٘ َى َٗ  ٍِكشْشٍُ  ِْ ٍِ  ٌشْٞ َخ ٌِ ٍِ ْئٍُ  ٌذْجَعَى َٗ  ۚ اُْ٘ ٍِ ُْئٝ ٰٚ َّزَد َِ ِِٞمشْشَُ ْى ۖ ِسبَّْ ىا
 َُ ُٗش َّمَزََزٝ ٌْ ُٖ َّيَعَى ِسبَّْ ِيى ِِٔرَبٝآ ُِ َُِّٞجٝ َٗ  ۖ ِِِّْٔرِبث ِحَِشفْغََ ْىا َٗ  ِخ َّْ َجْىا َِٚىا ُ٘عَْذٝ ُ َّاللَّ َٗ  
Artinya : 
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-
wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak 
yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik 
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 
surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.(2:221)” 
 Yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama 
dengan pengecualiannya dalam Q.S Al Ma‟idah Ayat 5 : 
ا َٗ  ۖ ٌْ َُٖى ٌّوِد ٌْ ُنٍُ بَعَط َٗ  ٌْ ُنَى ٌّوِد َةبَِزنْىا اُ٘رُٗأ َِ ِٝز َّىا ًُ بَعَط َٗ  ۖ ُدَبجِّٞ َّطىا ٌُ ُنَى َّوِدُأ ًَ ْ٘ َْٞىا ُدبَْ َصْذَُ ْى
 َُٕسُ٘جُأ َِّ َُُٕ٘ ُز ْٞ َرآ اَِرا ٌْ ُِنْيجَق ِْ ٍِ  َةبَِزنْىا اُ٘رُٗأ َِ ِٝز َّىا َِ ٍِ  ُدبَْ َصْذَُ ْىا َٗ  ِدبَْ ٍِ ْئَُ ْىا َِ ٍِ َِّ
 ِٜف َ٘ ُٕ َٗ  ُُٔيََ َع َِظجَد ْذَقَف ُِ َبَٝ ِْلِْبث ْشُفَْنٝ ِْ ٍَ َٗ  ۗ ٍُ اَذْخَأ ِٛزِخَّزٍُ  َلَ َٗ  َِ ِِٞذفبَسٍُ  َشْٞ َغ َِ ِِْٞصْذٍُ
 َِ ِٝشِسبَخْىا َِ ٍِ  ِحَشِخ ْٟ ا 
 
 
                                                             




“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan 
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal 
bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-
perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-
perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, 
apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, 
tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan 
perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman maka 
sungguh, sia-sia amalan mereka dan di hari kiamat dia termasuk 
orang-orang yang rugi.(5:5)” 
Yaitu khusu orang-orang laki-laki islam boleh mengawini 
perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi dan nasrani. 
Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan 
tersebut dalam Q.S An Nisa‟ Ayat 22, 23 dan 24 : 
 َلَ َٗ  ًلِٞجَس َءبَس َٗ  بًزْقٍَ َٗ  ًخَشِدبَف َُ بَم َُّّٔ ِ ا ۚ َفَيَس ْذَق بٍَ  َِّلَا ِءبَسِّْ ىا َِ ٍِ  ٌْ ُمُإَبثآ َخَنَّ بٍَ  اُِ٘ذن ْْ َر  
Artinya : 
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).(4:22)” 
ا ُدبَْ َث َٗ  ِر َْلَا ُدبَْ َث َٗ  ٌْ ُنُرَلَبَخ َٗ  ٌْ ُنُربََّ َع َٗ  ٌْ ُنُرا َ٘ َخَأ َٗ  ٌْ ُنُربَْ َث َٗ  ٌْ ُنُرَبٍَّٖ ُأ ٌْ ُن ْٞ َيَع ْذٍَ ِّشُد ِذْخ ُْلَ
 ِر َّلىا ٌُ ُنُرَبٍَّٖ ُأ َٗ ِٜف ِٜر َّلىا ٌُ ُُنِجئَبثَس َٗ  ٌْ ُِنئبَِسّ ُدَبٍَّٖ ُأ َٗ  ِخَعبَض َّشىا َِ ٍِ  ٌْ ُنُرا َ٘ َخَأ َٗ  ٌْ ُن َْ ْعَضْسَأ ٜ
 َٗ  ٌْ ُن ْٞ َيَع َحبَُْج َلَف َِّ ِِٖث ٌْ ُزْيَخَد اُّ٘ ُ٘نَر ٌْ َى ُْ ِ بَف َِّ ِِٖث ٌْ ُزْيَخَد ِٜر َّلىا ٌُ ُِنئبَِسّ ِْ ٍِ  ٌْ ُِمسُ٘جُد ُِوئَلَد
 ٌُ ُِنئبَْ ْثَأ اًسُ٘فَغ َُ بَم َ َّاللَّ َُّ ِ ا ۗ َفَيَس ْذَق َبٍ َِّلَا ِِ ْٞ َزْخ ُْلَا َِ ْٞ َث اُ٘عََ ْجَر ُْ َأ َٗ  ٌْ ُِنثَلْصَأ ِْ ٍِ  َِ ِٝز َّىا
بًَ ِٞدَس  
Artinya : 
”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
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perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.(4:23)” 
 َأ ْذَنَيٍَ  بٍَ  َِّلَا ِءبَسِّْ ىا َِ ٍِ  ُدبَْ َصْذَُ ْىا َٗ ُْ َأ ٌْ ُِنى
َٰر َءاَس َٗ  بٍَ  ٌْ ُنَى َّوِدُأ َٗ  ۚ ٌْ ُن ْٞ َيَع ِ َّاللَّ َةبَِزم ۖ ٌْ ُن ُّ َبَْٝ
 َف َِّ َُٕسُ٘جُأ َِّ ُُٕ٘رآَف َِّ ُٖ ْْ ٍِ  ِِٔث ٌْ ُزْعَز َْ َزْسا بََ َف ۚ َِ ِِٞذفبَسٍُ  َشْٞ َغ َِ ِِْٞصْذٍُ  ٌْ ُِنىا َ٘ ٍْ َِؤث اُ٘غَزْجَر ۚ ًخَضِٝش
 َر بََ ِٞف ٌْ ُن ْٞ َيَع َحبَْ ُج َلَ َٗبًَ ِٞنَد بًَ ِٞيَع َُ بَم َ َّاللَّ َُّ ِ ا ۚ ِخَضِٝشَفْىا ِذَْعث ِْ ٍِ  ِِٔث ٌْ ُز ْٞ َضاَش  
Artinya : 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan 
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang 
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; 
dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah 
saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(4:24)” 
b) Syarat Khusus  
1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 
perempuan ini adalah suatu condition sine qua non, 
karena tanpa adanya keduanya tidak akan ada 
perkawinan. 
2. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh, 
sehat rohani maupun jasmani. Menurut Idris Ramulyo S.H 
seharusnya calon pengantin tersebut berudsia 25 tahun 
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bagi laki-laki dan 20 tahun bagi wanita atau sekurang-
kurangnya berusia 18 tahun, dengan memperhatikan 
situasi dan kondisi. 
c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai  
Jadi tidak ada perkawinan paksaan, sebagaimana hadist 
riwayat dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seorang 
gadis menemui Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam lalu bercerita 
bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. 
Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memberi hak 
kepadanya untuk memilih. 
d) Harus ada wali nikah  
Menurut madzhab Syafi‟ie berdasarkan hadist Rasul yang 
diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Sitti Aisyah Rasul 
pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali, meskipun 
pendapat imam Abu Hanafah, wanita dewasa tidak perlu pakai 
wali kalau hendak kawin, berdasarkan Q.S Al Baqarah Ayat 
232 : 
 َث ا ْ٘ َضاَشَر اَِرا َِّ َُٖجا َٗ ْصَأ َِ ِْذن ْْ َٝ ُْ َأ َِّ ُُٕ٘يُضْعَر َلَف َِّ َُٖيَجَأ َِ ْغََيجَف َءبَسِّْ ىا ٌُ ُزْق َّيَط اَِرا َٗ ٌْ َُْٖ ْٞ
 َُ بَم ِْ ٍَ  ِِٔث ُظَعُ٘ٝ َِلى
َٰر ۗ ِفُٗشْعََ ْىِبث  ۗ َُشْٖطَأ َٗ  ٌْ ُنَى ٰٚ َمْصَأ ٌْ ُِنى
َٰر ۗ ِشِخ ْٟ ا ًِ ْ٘ َْٞىا َٗ  ِ َّللَِّبث ُِ ٍِ ُْئٝ ٌْ ُن ْْ ٍِ
 َُ َُ٘ َيْعَر َلَ ٌْ ُز ّْ َأ َٗ  ٌُ َيَْعٝ ُ َّاللَّ َٗ  
Artinya : 
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 
mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 
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kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.(2:232)” 
dan Q.S An Nur Ayat 32 : 
 ُ َّاللَّ ٌُ ُِِْْٖغٝ َءاَشَقُف اُّ٘ َُ٘نٝ ُْ ِ ا ۚ ٌْ ُِنئبٍَ ِ ا َٗ  ٌْ ُمِدَبجِع ِْ ٍِ  َِ ِِٞذىب َّصىا َٗ  ٌْ ُن ْْ ٍِ  ٰٚ ٍَ َبٝ َْلَا اُِ٘ذن ّْ َأ َٗ ِْ ٍِ  
 ٌ ِٞيَع ٌعِسا َٗ  ُ َّاللَّ َٗ  ۗ ِِٔيْضَف 
Artinya : 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 
Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.(24:32)” 
e) Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa dan adil. 
Dalam Al-Qur‟an tidak diatur secara tegas mengenai saksi 
nikah itu, tetapi didalam hal talak dan rujuk ada disebutkan 
mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 
membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus 
pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatran 
kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, 
demikian juga suami maupun istri tidak demikian saja secara 
mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang 




بَم ٌْ ُنَْ ْٞ َث ْتُزَْنْٞى َٗ  ۚ ُُٓ٘جُزْمبَف ٚ ًَّ َسٍُ  ٍوَجَأ ٰٚ َِىا ٍِ ْٝ َِذث ٌْ ُز ْْ َٝاَذَر اَِرا اُْ٘ ٍَ آ َِ ِٝز َّىا َبُّٖٝ َأ َبٝ َلَ َٗ  ۚ ِهْذَعْىِبث ٌِتر
 ُّقَذْىا ِْٔٞ َيَع ِٛز َّىا ِِوي َْ ُْٞى َٗ  ْتُزَْنْٞيَف ۚ ُ َّاللَّ ََُٔ َّيَع بََ َم َتُزَْنٝ ُْ َأ ٌِتربَم َةَْؤٝ  ْسَخَْجٝ َلَ َٗ  ُ َّٔثَس َ َّاللَّ ِقََّزْٞى َٗ
 َْ ُْٞيَف َ٘ ُٕ َّوَِ ُٝ ُْ َأ ُعِٞطَزَْسٝ َلَ ْٗ َأ بًفِٞعَض ْٗ َأ ًبِٖٞفَس ُّقَذْىا ِْٔٞ َيَع ِٛز َّىا َُ بَم ُْ ِ بَف ۚ بًئ ْٞ َش ُٔ ْْ ٍِ ُُّٔٞ ِى َٗ  ِْوي
 ٌْ َى ُْ ِ بَف ۖ ٌْ ُِنىبَِجس ِْ ٍِ  ِِ ْٝ َذَِٖٞش اُِٗذْٖشَزْسا َٗ  ۚ ِهْذَعْىِبث  َُ ْ٘ َضْشَر ِْ ََّ ٍِ  ُِ بَرَأَش ٍْ ا َٗ  ٌوُجَشَف ِِ ْٞ َيُجَس بَّ َُ٘نٝ
اُ٘عُد بٍَ  اَِرا ُءاََذٖ ُّشىا َةَْؤٝ َلَ َٗ  ۚ ٰٙ َشْخ ُْلَا بََ ُٕاَذِْدا َش ِّمَزُزَف بََ ُٕاَذِْدا َّوِضَر ُْ َأ ِءاََذٖ ُّشىا َِ ٍِۚ  َلَ َٗ  
 ٰٚ َِىا اًشِٞجَم ْٗ َأ اًشِٞغَص ُُٓ٘جُزْنَر ُْ َأ اٍُ٘ َؤْسَر  َّلََأ ٰٚ َّ ْدَأ َٗ  ِحَدَبٖ َّشِيى ًُ َ٘ ْقَأ َٗ  ِ َّاللَّ َذ ْْ ِع ُظَسْقَأ ٌْ ُِنى
َٰر ۚ ِِٔيَجَأ
 َُٕ٘جُزْنَر َّلََأ ٌحبَْ ُج ٌْ ُن ْٞ َيَع َسْٞ َيَف ٌْ ُن َْ ْٞ َث َبَُّٖٗشِٝذُر ًحَشِضبَد ًحَسبَِجر َُ ُ٘نَر ُْ َأ َِّلَا ۖ اُ٘ثبَرْشَر اُِٗذْٖشَأ َٗ  ۗ ب
 َلَ َٗ  ۚ ٌْ ُزَْعَٝبجَر اَِراۗ ُ َّاللَّ ٌُ ُنَُ ِّيَُعٝ َٗ  ۖ َ َّاللَّ اُ٘قَّرا َٗ  ۗ ٌْ ُِنث ٌ ُ٘سُف َُّّٔ ِ بَف اُ٘يَعْفَر ُْ ِ ا َٗ  ۚ ٌذَِٖٞش َلَ َٗ  ٌِتربَم َّسبَُضٝ  
 ٌ ِٞيَع ٍء ْٜ َش ِّوُِنث ُ َّاللَّ َٗ  
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, 
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 
seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali 
jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 
antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(2:282)” 
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yang mengharuskan menulis setiap transaksi yang diadakan 
dan disaksikan oleh dua orang saksi perempuan. 
f) Mahar (Maskawin) 
Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti 
yang disebutkan dalam Q.S An Nisa‟ Ayat 4, 24, dan 25 : 
بًئِٝشٍَ  بًئَِْٕٞ ُُٓ٘يُنَف بًسْفَّ  ُٔ ْْ ٍِ  ٍء ْٜ َش ِْ َع ٌْ ُنَى َِ ْجِط ُْ ِ بَف ۚ ًخَيِْذّ َِّ ِِٖربَقُذَص َءبَسِّْ ىا اُ٘رآ َٗ  
Artinya :  
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 
senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(4:4)” 
 َْٞيَع ِ َّاللَّ َةبَِزم ۖ ٌْ ُن ُّ َبَْٝ َأ ْذَنَيٍَ  بٍَ  َِّلَا ِءبَسِّْ ىا َِ ٍِ  ُدبَْ َصْذَُ ْىا َٗ ُْ َأ ٌْ ُِنى
َٰر َءاَس َٗ  بٍَ  ٌْ ُنَى َّوِدُأ َٗ  ۚ ٌْ ُن
 َف َِّ َُٕسُ٘جُأ َِّ ُُٕ٘رآَف َِّ ُٖ ْْ ٍِ  ِِٔث ٌْ ُزْعَز َْ َزْسا بََ َف ۚ َِ ِِٞذفبَسٍُ  َشْٞ َغ َِ ِِْٞصْذٍُ  ٌْ ُِنىا َ٘ ٍْ َِؤث اُ٘غَزْجَر ۚ ًخَضِٝش
 ِشَفْىا ِذَْعث ِْ ٍِ  ِِٔث ٌْ ُز ْٞ َضاَشَر بََ ِٞف ٌْ ُن ْٞ َيَع َحبَْ ُج َلَ َٗبًَ ِٞنَد بًَ ِٞيَع َُ بَم َ َّاللَّ َُّ ِ ا ۚ ِخَضٝ  
Artinya : 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan 
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang 
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; 
dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah 
saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(4:24)” 
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 َف ِْ ٍِ  ٌْ ُن ُّ َبَْٝ َأ ْذَنَيٍَ  َبٍ ِْ َِ َف ِدبَْ ٍِ ْئَُ ْىا ِدبََْصْذَُ ْىا َِخن ْْ َٝ ُْ َأ ًلَ ْ٘ َط ٌْ ُن ْْ ٍِ  ْعِطَزَْسٝ ٌْ َى ِْ ٍَ َٗ ٌُ ُِنرَبَٞز
 ُرآ َٗ  َِّ ِِٖي ْٕ َأ ُِ ِْرِبث َِّ ُُِٕ٘ذن ّْ بَف ۚ ٍضَْعث ِْ ٍِ  ٌْ ُنُضَْعث ۚ ٌْ ُِنّبََ ِِٝبث ٌُ َيْعَأ ُ َّاللَّ َٗ  ۚ ِدبَْ ٍِ ْئَُ ْىا َِّ َُٕسُ٘جُأ َِّ ُٕ٘
 ٍخَشِدبَِفث َِ ْٞ َرَأ ُْ ِ بَف َِّ ِصْدُأ اَِربَف ۚ ٍُ اَذْخَأ ِداَزِخَّزٍُ  َلَ َٗ  ٍدبَِذفبَسٍُ  َشْٞ َغ ٍدبََْصْذٍُ  ِفُٗشْعََ ْىِبث
 َأ َٗ  ۚ ٌْ ُن ْْ ٍِ  َذَْ َعْىا َٜ ِشَخ ِْ ََ ِى َِلى
َٰر ۚ ِةاَزَعْىا َِ ٍِ  ِدبَْ َصْذَُ ْىا َٚيَع بٍَ  ُفِْصّ َِّ ِْٖٞ َيَعَف اُِٗشجْصَر ُْ
 ٌ ِٞدَس ٌسُ٘فَغ ُ َّاللَّ َٗ  ۗ ٌْ ُنَى ٌشْٞ َخ 
Artinya : 
“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi 
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-
budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian 
kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah 
mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka 
menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang 
memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang 
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka 
telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan 
perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari 
hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan 
mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada 
kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, 
dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.(4:25)” 
g) Ijabb Kabul.  
Ijab ialah suatu pernyataan dari calon pengantin wanita yang 
lazimnya diwakili oleh wali. Suatu persyaratan kehendak dari 
pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-
laki sebagai suaminya secara formal, sedangkan Kabul artinya 
secara letter lijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari 







Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif 
hukum berikut :14 
a) Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam 
Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang 
telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 
mencakup antara lain sebagai berikut : 
(1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian 
yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif 
suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan 
berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat 
perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang 
Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 
PP No.9 Tahun 1975). 
(2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian 
yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri 
kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan 
berlaku serta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya 
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36) 
b) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang 
telah pula dipositifkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
                                                             
14
 Muh. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2013, hlm. 7. 
23 
 
dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, 
yaitu perceraian yang gugatan ceraianya diajukan oleh atas 
dasar inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang 
dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak 
saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai 
Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 
ayat (2) PP No.9 Tahun 1975). 
1) Klasifikasi Perceraian 
Ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau 
memutuskan perceraian, maka perceraian itu dapat dibagi dalam :15 
a. Yang dijatuhkan oleh suami, dinamakan : talak. 
b. Yang diputuskan atau dijatuhkan oleh hakim, baik yang 
sifatnya batal, fasid, atau berdasarkan pertimbangan/ 
prasangka hakim seperti perceraian karena mafkud/ 
hilangnya suami. 
c. Yang putus sendirinya, seperti karena salah seorang dari 
suami atau istri meninggal dunia. 
Pasal 209 KUH Perdata menyebutkan berbagai alasan yang 
dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas :16 
1. Overspel 
2. Meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah 
(Kwaadwillige verlating) 
                                                             
15 A. Ma’mun Rauf, Op.Cit. hlm. 125. 
16
 R. Soetojo Prawirohamijdojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya: 
Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 1991, hlm. 137. 
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3. Dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih 
setelah perkawinan dilangsungkan 
4. Istri atau suami yang mengalami luka berat akibat 
penganiayaan suami atau istri sehingga membahayakan jiwa 
pihak yang teraniaya. 
2) Macam-Macam Perceraian Dalam Islam 
a. Talak  
Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkan 
kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, 
karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau 
masing-masing sudah bebas. Dalam menggunakan arti talak 
secara terminoligis, ulama mengemukakan rumusan yang 
berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan 
pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.17 
Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum 
Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) 
dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih 
mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu 
dari pada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar 
emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih 
                                                             
17 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, op. cit. hlm. 117 
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1. Syarat-syarat Menjatuhkan Talak 
Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya 
adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/ dibenarkan, 
maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu 
yaitu :19 
a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan 
talak ialah : 
1. Berakal sehat 
2. Telah baligh 
3. Tidak karena paksaan 
b. Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak 
suaminya ialah : 
1. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah 
dengan suaminya. Apabila akad-nikahnya 
diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat 
ditalak suaminya. 
2. Istri harus dalam keadaan suci yang belum 
dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu. 
3. Isteri yang sedang hamil 
c. Syarat-syarat pada sighat talak 
                                                             
18
 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, op. cit. hlm. 117 
19 Soemiyati, Op.Cit. hlm. 106. 
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Sighat talak ialah perkataan/ ucapan yang 
diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu ia 
menjatuhkan talak pada istrinya. Sighat talak ini ada 
yang diucapkan langsung dan dengan perkataan yang 
jelas dan ada yang diucapkan secara sendirian 
(kinayah).  
2. Macam-macam Talak 
Adapun macam-macam talak yakni sebagai berikut :20 
a. Talak raj‟i 
Talak raj‟I ialah talak dimana suami boleh merujuk 
istrinya pada waktu iddah. Talak raj‟I ialah talak satu atau 
talak dua yang tidak disertai uang „iwald dari pihak istri. 
b. Talaj ba‟in 
Talak ba‟in ialah talak satu atau talak dua yang 
disertai uang „iwald dari pihak istri, talak ba‟in seperti ini 
disebut talak ba‟in kecil. Pada talak ba‟in kecil suami tidak 
boleh merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Kalau 
sisuami hendak mengambil bekas istrinya kembali harus 
dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan 
akad-nikah. 
Disamping talak ba‟in kecil, ada talak ba‟in besar. 
Ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah 
                                                             
20 Ibid., hlm. 108. 
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dijatuhkan oleh suami. Talak ba‟in besar ini 
mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau 
mengawini kembali istrinya baik dalam masa iddah 
maupun sesudah masa iddah habis. Seorang suami yang 
mentalak ba‟in besar istrinya boleh mengawini istrinya 
kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut : 
1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain 
2. Istri telah dicampuri oleh suami yang baru 
3. Istri sudah dicerai oleh suami yang baru 
4. Telah habis masa iddahnya 
c. Talak Sunni 
 Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan mengikuti 
ketentuan Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Yang termasuk 
talak sunni ialah talak yang dijatuhkan pada waktu istri 
dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang 
dijatuhkan pada saat istri sedang hamil. Sepakat para 
ulama fiqh, hukumnya talak sunni adalah halal. 
d. Talak bid‟i 
Talak bid‟i ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak 
mengikuti ketentuan Al-Qur‟an maupun Sunnah Rasul. 
Hukumnya talak bid‟i adalah haram. Yang termasuk talak 
bid‟i ialah talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang 
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haid atau datang bulan, talak yang dijatuhkan pada istri 
yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri, dan talak 
yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus, atau 
mentalak istrinya untuk selama-lamanya. 
b. Khuluk 
Khuluk berarti menanggalkan, kemudian dipakai dalam 
arti meninggalkan istri, karena istri merupakan pakaian suami, 
dan suami merupakan pakaian istri, sebagaimana Q.S Al 
Baqarah Ayat 187 : 
 ُأ ُ َّاللَّ ٌَ ِيَع ۗ َِّ َُٖى ٌسَبِجى ٌْ ُز ّْ َأ َٗ  ٌْ ُنَى ٌسَبِجى َِّ ُٕ ۚ ٌْ ُِنئبَِسّ ٰٚ َِىا ُثَف َّشىا ًِ َبٞ ِّصىا َخَيْٞ َى ٌْ ُنَى َّوِد ٌْ ُز ْْ ُم ٌْ ُن َّّ َأ 
 َتَزَم بٍَ  اُ٘غَزْثا َٗ  َِّ ُُٕٗشِشَبث َُ ْٟ بَف ۖ ٌْ ُن ْْ َع بَفَع َٗ  ٌْ ُن ْٞ َيَع َةبَزَف ٌْ ُنَسُف ّْ َأ َُ ُّ٘ بَزْخَر  اُ٘يُم َٗ  ۚ ٌْ ُنَى ُ َّاللَّ
 ِّصىا اَُّ٘ ِرَأ ٌَّ ُث ۖ ِشْجَفْىا َِ ٍِ  ِد َ٘ ْس َْلَا ِظْٞ َخْىا َِ ٍِ  َُضْٞث َْلَا ُظْٞ َخْىا ٌُ ُنَى َِ َّ َٞجََزٝ ٰٚ َّزَد اُ٘ثَشْشا َٗ َِٚىا ًَ َبٞ
 ُدُٗذُد َلِْير ۗ ِذِجبَسََ ْىا ِٜف َُ ُِ٘فمبَع ٌْ ُز ّْ َأ َٗ  َِّ ُُٕٗشِشَبجُر َلَ َٗ  ۚ ِوْٞ َّيىا ُ َّاللَّ ُِ َُِّٞجٝ َِلى
َٰزَم ۗ َبُٕ٘ثَشْقَر َلَف ِ َّاللَّ
 َُ ُ٘قََّزٝ ٌْ ُٖ َّيَعَى ِسبَّْ ِيى ِِٔرَبٝآ 
Artinya : 
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 
kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya 
kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni 
kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah 
mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan 
makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai 
(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang 
kamu beri’tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah 
kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada manusia, supaya mereka bertakwa.(2:187)” 
 Khuluk menurut hukum Islam ialah menghilangkan atau 
mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar 
awadl (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah (suami) dengan 
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menggunakan kata “cerai atau khuluk”, iwadl dapat berupa 
pengembalian mahar oleh istri kepada suami, atau sejumlah 
barang uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai nilai 
yang telah disepakati oleh kedua suami istri.21 
c. Syiqaq 
Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh 
berarti perselisihan suami istri yang diselesaika dua orang 
hakam, satu orang dari pihak suami, dan satu orang dari pihak 
istri. Pengangkatan hakam kalau terjadi syiqaq ini, 
ketentuannya terdapat dalam Al-Qur‟an Surat An Nisa‟ : 35, 
yang isinya : 
 ِّف َ٘ ُٝ بًدَلِْصا اَذُِٝشٝ ُْ ِ ا َبِٖيْٕ َأ ِْ ٍِ  ب ًَ َنَد َٗ  ِِٔيْٕ َأ ِْ ٍِ  ب ًَ َنَد اُ٘ثَعْثبَف بََ ِِْْٖٞ َث ٌَ بَقِش ٌْ ُزْفِخ ُْ ِ ا َٗ ُ َّاللَّ ِق
اًشِٞجَخ بًَ ِٞيَع َُ بَم َ َّاللَّ َُّ ِ ا ۗ بََ َُْٖ ْٞ َث 
Artinya : 
”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.(4:35)” 
Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut di 
atas, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. 
Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat 
tenaga berusaha untuk mendamaikan suami istri itu tidak 
                                                             
21 A. Ma’mun Rauf, Op.Cit. hlm. 130. 
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Arti daripada ilaa‟ ialah bersumpah untuk tidak 
melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab 
Jahiliyah perkataan ila‟ ini mempunyai arti khusus dalam hukum 
perkawinan mereka. Arti ilaa‟ menurut mereka ialah suami 
bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak 
ditentukan dan selama itu istri tidak di talak ataupun diceraikan. 
Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang 
menderita ialah pihak istri karena keadaannya terkatung-katung 
dan tidak berketentuan.23 
e. Zhihar 
Zhihar suatu prosedur yang hamper sama dengan ilaa‟. 
Arti zhihar ialah seorang suami bersumpah, bahwa istrinya itu 
baginya sama dengan punggung ibunya. Hal ini berarti dia tidak 
akan menyetubuhi istrinya itu tetapi dalam bentuk yang lebih 
tajam.24  
f. Li’aan 
Arti li‟aan ialah laknat yaitu sumpah yang didalamnya 
terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila 
                                                             
22 Soemiyati, Op. Cit. hlm. 116. 
23
 Ibid,. hlm. 116. 
24 Sayuti Thalib, Op. Cit. hlm. 112. 
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yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum 
perkawinan sumpah li‟aan ini dapat mengakibatkan putusnya 
perkawinan antara suami istri selama-lamanya.25  
g. Fasakh 
 
Fasakh berarti mencabut atau menghapus, dimaksud 
ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang 
dianggap berat oleh suami atau istri atau kedua-duanya, 
sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan 
kehidupan sebagai suami istri dalam mencapai tujuannya, 
akibat terpenuhinya hak dan kewajiban mereka. Perceraian 
dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses 
pengadilan. Hakimlah yang berhak memberikan keputusan 
tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian 
oleh pihak-pihak penggugat dalam perkara fasakh haruslah 
mempunyai bukti yang lengkap yang dapat menimbulkan 
keyakinan hakim. Karena keputusan hakim harus didasarkan 
kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut, yang sifatnya lebih 
nyata dan jelas.26 
h. Taklik Talak 
Arti daripada ta‟lik ialah menggantungkan, jadi 
pengertian ta‟lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada 
suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam 
                                                             
25
 Soemiyati, Op. Cit. hlm. 119. 
26 A. Ma’mun Rauf, Op. Cit. hlm 142. 
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suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. 
Pembacaan taklik talak ini tidak merupakan keharusan hanya 
secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami 
mengucapkan taklik ta‟lik setelah melakukan akad nikah. Ta‟lik 
talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan 
si sitri supaya tidak dianiaya oleh suami.27 
i. Murtad 
Syaik Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah 
seorang suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka 
nikah terkena fasakh menurut pendapat mayoritas ulama 
dituturkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena 
fasakh sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar 
nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi setelah 
persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu 
pendapat mengatakan bahwa serta merta terjadi perpisahan. 
Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Pendapat 
lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya 
iddah. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum 
iddah berakhir, maka suami istri tetap dalam hubungan 
pernikahan. Apabila ia tidak masuk Islam sampai akhir iddah 
berakhir, maka terjadi perpisahan sejak hari ia murtad. Ini 
adalah mazhab Syafi‟I, riwayat kedua dari Ahmad dan Daud 
                                                             
27 Soemiyati, Op. Cit. hlm. 115. 
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AzhZhahiri berdasarkan ketentuan dasar atas mengenai 




Fahisah menurut Q.S An Nisaa‟ Ayat 15 : 
 ِس ٍْ َؤَف اُِٗذَٖش ُْ ِ بَف ۖ ٌْ ُن ْْ ٍِ  ًخََعثْسَأ َِّ ِْٖٞ َيَع اُِٗذْٖشَزْسبَف ٌْ ُِنئبَِسّ ِْ ٍِ  َخَشِدبَفْىا َِ ِٞرَْؤٝ ِٜر َّلىا َٗ ِٜف َِّ ُُٕ٘ن
 ًلِٞجَس َِّ َُٖى ُ َّاللَّ َوَعَْجٝ ْٗ َأ ُد ْ٘ ََ ْىا َِّ ُٕب َّف َ٘ ََزٝ ٰٚ َّزَد ِدُُ٘ٞجْىا 
Artinya : 
“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi 
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah 
sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 
lain kepadanya.(4:15)” 
 Ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau 
perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan 
mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi 
peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak 
mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil yang 
memeberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti 
benar, maka kurunglahwanita itu dalam rumah sampai mereka 
menemui ajalnya.29 
C) Alasan-Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus 
disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan 
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 Muhammad Syaifullah, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, op. cit. hlm. 162. 
29 Ibid., hlm. 140. 
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yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Adapun hal-
hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan 
perceraian, ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) beserta penjelasannya dan 
dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peratuan Pemerintah No.9 tahun 1975, 
yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :30 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena 
hal lain di luar kemampuannya. 
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau Hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak orang lain. 
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. 
f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumahtangga. 
Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian 
seperti tersebut diatas, disamping itu adanya ketentuan bahwa perceraian 
itu harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan 
                                                             
30 Soemiyati, Op. Cit. hlm 129. 
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bahwa sesungguhnya pada asasnya walaupun perceraian dalam 
perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja 
memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada 
dasarnya Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian 
dalam hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan 
bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.31 
 Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk 
mengajukan gugatan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) Pasal 116 sebagai berikut :32 
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:  
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  
b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya;  
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang embahayakan pihak lain;  
e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau 
isteri;  
                                                             
31
 Ibid., hlm. 129. 
32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga;  
g. Suami melanggar taklik talak;  
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidak rukunan dalam rumah tangga.  
 
D. Kekuasaan dan Wewenang Pengadilan Agama  
 Peradilan Agama merupakan terjemahan Godsdienstige 
Rechtspraak yang berarti Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah 
daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan untuk 
mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan-perselisihan hukum yang 
dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Peradilan Agama 
adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu lingkungan peradilan 
yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana 
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 
berbunyi : 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam 
lingkungan : 
a. Peradilan umum 
b. Peradilan Agama 
c. Peradilan Militer 
d. Peradilan Tata Usaha Negara” 
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Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) ini menyatakan bahwa Peradilan 
Agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara 
tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.33 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
merumuskan pengertian Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang 
berbunyi : “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 
beragama islam.” Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh 
Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan 
Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berpuncak pada 
Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman.34 
Berbicara masalah kekuasaan dan wewenang Pengadilan di 
lingkuan Badan Peradilan Agama, dalam praktik peradilan selama ini, baik 
di Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, 
maupun Peradilan Agama itu sendiri dikenal adanya dua macam 
kekuasan dan wewenang, yakni :35 
1. Kekuasaan dan wewenang absolut atau mutlak 
2. Kekuasaan dan wewenang relatif 
                                                             
33 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 
21. 
34 Ibid., hlm. 22. 
35
 Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Tata Hukum Di Indonesia, 
Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 106. 
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1)  Kekuasaan dan Wewenang Absolut atau Mutlak 
Kekuasaan dan wewenang absolute ialah kekuasaan dan 
wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar 
badan-badan peradilan, atau kekuasaan dan wewenang mengadili 
yang diberikan kepada masing-masing pengadilan dilingkungan 
Badana Peradilan yang berbeda. Kekuasaan dan wewenang seperti 
ini berhubungan dengan bidang-bidang perkara apa yang diberikan 
kepada Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum, Badan 
Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Badan Peradilan Militer.36 
Kekuasaan dan wewenang mengadili bidang-bidang apa saja 
yang diberikan Negara (Undang-Undang) kepada pengadilan di 
lingkungan Badan Peradilan Agama? Tentang hal ini, pengaturannya 
tertuang pada Pasal 49 dan 51 Undang-Undang no. 7 tahun 1989. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, patokan atau yang perlu diperhatikan 
ialah :37 
a. Orang-orangnya, yaitu orang-orang yang beragama Islam 
b. Bidang perkaranya, yaitu : 
1) Perkawinan 
2) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan 
Hukum Islam 
3) Waqaf dan shodaqoh 
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 Taufiq Hamami, Loc. Cit. 
37 Taufiq Hamami, loc. Cit. 
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Adapun kemudian perubahan ketentuan Passal 49 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 
2006 mengatur yaitu :38 
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 








h. shadaqah; dan 
i. ekonomi syari'ah. 
Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama, selain diberi 
kekuasaan dan wewenang mengadili atas hal-hal tersebut ditingkat 
banding, juga diberi kekuasaan dan wewenang mengadili di tingkat 
pertama dan tingkat terakhir tentang sengketa kewenangan 
mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.39 
 
 
                                                             
38 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama. 
39 Ibid., hlm 107. 
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2) Kekuasaan dan Wewenang Relatif 
Dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang relatif ialah 
kekuasaan dan wewenang yang diberikan antarpengadilan dalam 
lingkungan badan Peradilan yang sama. Contohnya; antar-Pengadilan 
Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Jakarta, dan bukan 
antar-Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negri. Dengan kata lain, 
yang dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang relatif ialah  
pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan 
wilayah hukum kerja antarpengadilan dalam lingkungan Badan 
Peradilan yang sama, antar-Pengadilan Negri dengan Pengadilan 
Negri, antar-Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tata 
Usaha Negara, dan seterusnya.40 
Pemberian kekuasaan dan wewenang relatif terhadap 
Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ini, peraturannya tertuang 
dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. 
Rumusan lengkapnya sebagai berikut :41 
a. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu 
kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 
Kotamadya atau Kabupaten 
b. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Propinsi, 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi 
                                                             
40
 Ibid., hlm. 116. 
41 Taufiq Hamami, Loc. Cit. 
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Adapun kemudian perubahan ketentuan Passal 4 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 
Tahun 2006 mengatur yaitu :42 
(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota 
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah 
kabupaten/kota. 
(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 
Dalam penentuan Pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan 
Agama yang mana yang berwenang atas suatu perkara yang menjadi 
bidangnya, ditentukan oleh tempat tinggal para pihak yang berperkara 








                                                             
42 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama 






A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Gowa dan 
Bulukumba, yakni pada Pengadilan Agama Sungguminasa dan 
Pengadilan Agama Bulukumba. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut 
karena relevan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam 
penelitian ini. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer 
dan data sekunder.  
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang bersumber dari Putusan 
Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm dan putusan Nomor 183/Pdt.G/ 
2015/PA.Blk, serta data yang dikumpulkan langsung melakui proses 
wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, dan 
Ustad/Ustadzah untuk mendapatkan data mengenai perkara  ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang dapat memberikan keterangan 
yang dapat mendukung data primer yang diperoleh, yakni dapat 
dibagi atas : 
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i. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan lain yang 
relevan dengan penelitian ini. 
j. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni 
berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil 
penelitian, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain 
yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah :  
1. Teknik wawancara (interview) : Teknik pengumpulan data dengan 
cara melakukan wawancara kepada Hakim dari Pengadilan Agama 
Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Agama Bulukumba dan 
Ustad/Ustadzah terkait dengan permasalahan yang diteliti.  
2. Teknik studi kepustakaan : Teknik pengumpulan data dengan 
melakukan penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-
undangan dan berkas putusan pengadilan yang terkait dengan kasus 
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perdata ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan 
materi yang dibahas. 
 
D. Teknik Analisis Data  
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari data primer 
maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif, yaitu 
mengemukakan masalah, menggunakan pendapat dan memecahkan 
permasalahan dari aspek hukumnya, serta menganalisis berbagai 
literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 
Kemudian akan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan 
diperoleh kesimpulan yang akan menjawab masalah yang dibahas dalam 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Kriteria Cacat Badan atau Penyakit Dengan Akibat Tidak Dapat 
Menjalankan Kewajiban Sebagai Suami/Istri yang Dapat Dijadikan 
Alasan Perceraian 
 
Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun 
putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk, adanya dugaan cacat badan yang 
diderita oleh tergugat dijadikan sebagai pemicu terjadinya perselisihan 
dan pertengkaran yang berujung pada perceraian dalam suatu rumah 
tangga. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan batin yang berujung pada 
disharmonisasi rumah tangga karena salah satu pihak dianggap tidak 
dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai seorang 
pasangan hidup.  
Antara Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan 
Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk mempunyai duduk perkara yang sama, 
dimana salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian karena 
pasangannya tidak dapat memberikan nafkah batin selayaknya suami istri  
karena adanya dugaan cacat badan yang diderita oleh pasangannya, 
yang selanjutnya mengakibatkan terpecahnya rumah tangga yang baru 
saja dibangun. Langkah utama yang ditempuh oleh hakim sebelum 
dilakukan perceraian adalah hakim berusaha mendamaikan kedua belah 
pihak agar bisa berdamai kembali dan mempertahankan keutuhan rumah 
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tangganya dengan baik, akan tetapi para penggugat tetap pada 
pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.  
Merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 
Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama yang menentukan bahwa “Pada sidang pertama 
pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua 
pihak; Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.  
Tugas pokok hakim di lingkungan peradilan agama adalah 
menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang 
diajukan padanya. Pelaksanaan tugas pokok tersebut dilandasi atas 
kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam 
perkara perceraian yang juga sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam.  
Upaya damai yang diajukan oleh hakim apabila melihat pada 
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, merupakan suatu langkah yang bersifat imperatif bagi 
hakim, yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang guna untuk 
mencegah terjadinya perceraian, dimana penulis berpendapat bahwa 
perceraian hanya merupakan upaya akhir apabila perdamaian sudah tidak 
bisa dilakukan dan tidak diinginkan lagi oleh kedua belah pihak. 
Menurut hadits Nabi Shallallahu „aliahi Wassalam : “sesuatu 
perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanallahu wa Ta‟ala 
adalah talak/perceraian”. (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Alhakim). 
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Perceraian dalam Islam adalah suatu perbuatan halal, namun pada 
prinsipnya dilarang oleh Allah Subhanallahu wa Ta‟ala. Memperbolehkan 
suami istri bercerai karena alasan-alasan tertentu walaupun perceraian itu 
sangat dibenci Allah Subhanallahu wa Ta‟ala marupakan salah satu 
karakteristik agama Islam. 
Berdasarkan hal tersebut menilai bahwa perdamaian yang 
diupayakan oleh hakim merupakan suatu bentuk pelaksanaan terhadap 
apa yang disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu „aliahi Wassalam (HR. 
Abu Dawud, Ibn Majah dan Alhakim) dan sebagaimana telah diatur dalam 
ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU Nomor 
3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 
Mengacu pada kedua putusan yang di kaji, yakni Putusan Nomor 
130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk, 
penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat telah 
meninggalkan rumah dan pisah tinggal dengan penggugat, dan hal 
tersebut dibenarkan oleh tergugat sendiri, sehingga upaya perdamaian 
yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak 
tidaklah berhasil, dengan pertimbangan bahwa rumah tangga yang 
sedang dijalani tidak dapat dipertahankan karena tergugat mengalami 
cacat badan.  
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Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan 
Agama Sungguminasa, yaitu dengan Ahmad Nur bahwa:
44
 “Sebenarnya 
secara normatif alasan perceraian tercatat dalam Pasal 39 ayat (2) UU 
Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, yang intinya „menjalani 
kewajibannya‟. Jadi apabila cacat badan itu tidak bisa menjalankan 
kewajibannya maka itu baru bisa dijadikan sebagai alasan. Berdasarkan 
keterangan dari Ahmad Nur tersebut, dapat diketahui bahwa pemenuhan 
akan kebutuhan batin dari pasangan suami istri merupakan satu bentuk 
kewajiban yang meskipun tidak dinyatakan secara kontraktual, namun hal 
tersebut secara lahiriah merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan 
dalam suatu hubungan perkawinan”.  
Merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 116 
Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. 
Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :45 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain diluar kemauannya; 
                                                             
44 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Makassar, yaitu dengan Ahmad 
Nur pada tanggal 1 September 2016. 
45Bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan terhadap pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami/isteri. 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah-tangga. 
Pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm, alasan penggugat 
mengajukan gugatan perceraian karena selama 10 hari setelah menikah, 
penggugat maupun tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri 
meskipun mereka keduanya tinggal serumah dan berada dalam satu 
kamar tidur yang sama, yang selanjutnya menurut penggugat, tergugat 
diyakini mengalami lemah syahwat sehingga untuk selanjutnya penggugat 
berpesan kepada orang tua tergugat agar tergugat pergi berobat. 
Sedangkan pada putusan Nomor 183/Pdt.G/ 2015/PA.Blk, alasan 
penggugat mengajukan gugatan perceraian karena selama 1 bulan 
pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan 
badan sebagai suami istri meskipun mereka tinggal serumah dan 
selanjutnya diyakini oleh penggugat bahwa tergugat mengalami lemah 
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syahwat, dan selanjutnya mereka telah pisah tinggal selama 4 bulan 
sebelum gugatan perceraian diajukan.  
Dari kedua putusan tersebut, dapat dilihat adanya suatu pokok 
permasalahan yang sama, dimana antara kedua pasangan suami istri 
tersebut belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri 
yang baru menikah karena adanya dugaan/indikasi cacat badan dari salah 
satu pasangannya, yang selanjutnya menjadi pemicu ketidakharmonisan 
rumah tangga sehingga berujung pada gugatan perceraian. Namun 
perbedaannya hanya terletak pada jangka waktu perkawinan, yang pada 
Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm jangka waktu perkawinan 
pasangan suami istri hanya berlangsung 10 hari, sedangkan pada 
putusan Nomor 183/Pdt.G/ 2015/PA.Blk jangka waktu perkawinan 
pasangan suami istri hanya berlangsung dalam waktu 1 bulan 
perkawinan. 
Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan apabila dikaitkan dengan alasan 
perceraian pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun 
putusan Nomor 183/Pdt.G/ 2015/PA.Blk, maka diketahui bahwa kriteria 
cacat badan termasuk dalam suatu alasan perceraian sebagaimana telah 
disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) huruf e Bagian Penjelasan UU Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya cacat badan yang diderita oleh 
salah satu pasangan suami/istri menunjukkan bahwa suami/stri tidak 
melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh sebagai seorang 
pasangan hidup. Namun, pada bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf 
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e tersebut hanya menyebutkan „cacat badan dan penyakit‟ tanpa 
memberikan kriteria-kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat 
dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga hal tersebut menimbulkan 
penafsiran yang terlalu luas mengenai cacat badan itu sendiri. 
Cacat badan adalah suatu kondisi dimana kerusakan pada tubuh 
seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, 
ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan 
sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya 
sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas 
hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa lagi 
disembuhkan.46 Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau 
pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran 
terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit merupakan suatu keadaan 
yang tidak normal, dan gangguan pada tubuh maupun pikiran seseorang, 
yang menyebabkan rasa tidak nyaman, baik yang mudah disembuhkan, 
sukar disembuhkan ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. 
Dari pengertian cacat badan dan penyakit penulis dapat 
menyimpulkan bahwa cacat badan merupakan suatu kondisi 
ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir 
atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang 
menimbulkan keterbatasan, sedangkan penyakit adalah suatu keadaan 
abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang 
                                                             
46 https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh diakses tanggal 19-11-2016. 
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dimana penyakit ada yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan, 
ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Kedua pengertian 
tersebut memberikan suatu pemahaman yang mendasar, yakni apabila 
ditinjau dari kemungkinan kesembuhannya, cacat badan merupakan suatu 
keterbatasan yang diperoleh sejak lahir sehingga kemungkinan sembuh 
sangat tipis bahkan tidak ada, sedangkan penyakit masih memiliki 
kemungkinan untuk sembuh tergantung jenis penyakit yang diderita yang 
dapat disembuhkan oleh seorang ahli dibidangnya yang dikenal dengan 
sebutan dokter. 
Merujuk pada pengertian impoten dalam kaitannya dengan kasus 
yang diteliti, bahwa impoten adalah salah satu gangguan seksual yang 
ditandai dengan ketidakmampuan penis untuk ereksi dengan keras ketika 
melakukan aktivitas seksual bersama pasangan.47 Masalah impoten dapat 
menimbulkan masalah dengan istri namun masih ada kemungkinan untuk 
diobati. Sehingga dengan demikian, penulis berpendapat bahwa adanya 
lemah syahwat seperti halnya impoten yang diderita oleh kedua tergugat 
termasuk dalam kategori penyakit karena masih memiliki kemungkinan 
untuk sembuh.  
Cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian dalam  
kaitannya dengan pandangan hukum Islam, penulis selanjutnya 
melakukan wawancara dengan Ustadzah Nurlilaliyah, bahwa : “adapun 
alasan perceraian dalam Islam sama dengan alasan-alasan perceraian 
                                                             
47 http://www.alodokter.com/impotensi diakses tanggal 19-1-2017. 
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sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum islam. Mengenai cacat 
badan, dapat dijadikan alasan apabila suami/istri tidak dapat melayani 
pasangannya dalam hal hubungan intim dan tidak dapat memberikan 
keturunan. Mengenai cacat bawaan sejak lahir, calon suami istri 
sebaiknya terbuka sejak awal sebelum adanya perkawinan, tetapi biasa 
ada yang tidak terbuka sehingga hal tersebut menjadi suatu alasan untuk 
bercerai”. 48  Pada dasarnya alasan perceraian pada Kompilasi Hukum 
Islam sama dengan alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam 
Penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP Nomor 9 
tahun 1975 sebagaimana telah disebutkan di atas. 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ustadzah 
Nurlilaliyah, maka dapat disimpulkan bahwa cacat badan dapat dijadikan 
sebagai alasan perceraian apabila : 
1. ketika suami/istri tidak dapat melayani pasangannya dalam 
berhubungan intim serta tidak dapat memberikan keturunan ; dan  
2. apabila pasangan menderita cacat bawaan yang baru diketahui 
setelah perkawinan dilakukan.  
Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh Ustadzah Nurlilaliyah 
tampaknya belum memberikan penggolongan secara khusus mengenai 
kriteria cacat badan yang bagaimanakah yang dapat dijadikan sebagai 
alasan perceraian, dimana Ustadzah Nurlilaliyah hanya menyebutkan 
cacat badan yang dapat dijadikan alasan ketika suami/istri tidak dapat 
                                                             
48 Wawancara dengan Ustadzah Nurlilaliyah pada tanggal 5 September 2016. 
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melayani pasangannya dalam berhubungan intim serta tidak dapat 
memberikan keturunan.  
Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa cacat badan apabila dilihat 
pengaruhnya terhadap fungsi suami atau istri terbagi atas 2, yaitu :49  
1. Cacat penghalang fungsi suami istri (alat reproduksi) 
Cacat penghalang fungsi suami istri ini menurut ajaran agama Islam 
kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni :  
a. Al-jabb yaitu cacat berupa terputusnya kelamin (anggota 
reproduksi).  
b. Al-'unnah yaitu kelemahan pada penis yang menghalang-
halangi kemampuannya untuk bersetubuh (impotent). Menurut 
terminologi, Abdul Al-Rahman Al-Jaziri memperinci 'unnah ini 
bahwa seseorang yang dikatakan impotent adalah orang yang 
tidak sanggup bersenggama dengan isterinya (tepat pada 
qubulnya), meskipun kemaluannya itu sudah intisyar (bangun 
tegak) ketika ia belum mendekati isterinya. 
c. Al-Khisha' yaitu cacat yang berupa kehilangan atau pecahnya 
buah dzakar. 
d. Rataq (vulva impervia coeunti) yaitu tersembatnya lubang 
vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam 
bersenggama, dalam tinjauan etimologi bahasa Arab artinya 
adalah "tersumbat". menurut Al-Mawardi mengatakan daging 
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yang tumbuh pada kelamin wanita dan menghalangi masuk 
(penetrasi) nya penis. 
e. Qarn (vulva anteriore panie ana, soens). Menurut bahasa 
adalah "tanduk", menurut terminologi adalah tulang yang 
menghalangi rahim, serta menghalangi penetrasinya penis, 
berupa benjolan tulang atau daging yang tumbuh pada kelamin 
wanita dan mirip tanduk domba. 
 
2. Cacat yang bukan penghalang fungsi suami istri (alat reproduksi) 
Jenis penyakit ini tidak menyebabkan terhalangnya fungsi reproduksi 
namun sangat menjijikan karena salah satu dari suami isteri tidak 
mungkin dapat mengumpuli pasangannya kecuali ia sendiri akan 
mendapatkan bahaya atau kerugian yang lebih besar, di antaranya 
adalah: 
a. Kusta (leprosy) atau menurut etimologi bahasa Arab disebut 
juzam, artinya adalah kelemahan yang ada pada anggota tubuh 
dan hidung yang bisa menjalar keanggota yang lain, sehingga 
dapat terjadi kerontokkan, bahkan terkadang menular pada 
keturunan dan pada orang yang mencampurinya.  
b. Sopak (a piebald skin diseace) atau (barash), artinya munculnya 
keputih-putihan di kulit yang disertai hilangnya darah kulit dan 
berikut dagingnya. Penyakit ini pun dapat menular pada 
keturunan dan orang yang mencampurinya. 
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c. BC, gila (al-Junuun), menurut etimologi bahasa Arab, lafat al-
junuun memiliki arti لقعلا لاوز : نونجلا kegilaan. Menurut terminologi 
artinya hilangnya akal yang menyebabkan tidak dapat 
melaksanakan hak. Baik gila yang ringan maupun gila yang 
parah, karena gila yang ringan, meskipun hanya sedikit 
(sebentar), tetap saja dampaknya dapat menghalang-halangi 
penderitanya untuk memenuhi hak pada saat itu. 
Adanya penggolongan cacat badan menurut Wahbah Az-Zuhaili 
yang dirangkum berdasarkan ajaran Al-Quran dapat diketahui bahwa 
cacat badan yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian 
adalah cacat badan yang mengakibatkan terganggunya alat reproduksi 
suami/istri yang sebagian besar merupakan penyakit yang sukar 
disembuhkan dimana dalam penyembuhannya membutuhkan kesabaran 
dan waktu yang panjang seperti impoten, gila (al-Junuun), kusta (leprosy),  
dan bahkan termasuk pula penyakit-penyakit yang sudah tidak dapat lagi 
disembuhkan seperti AlKhisha' yaitu cacat yang berupa kehilangan atau 
pecahnya buah dzakar. 
Apabila pendapat dari Ustadzah Nurlilaliyah dan ajaran-ajaran Al-
quran dikaitkan dengan putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun 
putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk, dimana tergugat yang tidak 
melayani pasangannya dalam hubungan intim karena lemah syahwat 
ataupun karena impoten, menurut pandangan Islam, penulis 
menyimpulkan bahwa lemah syahwat dan impoten juga termasuk dalam 
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kriteria cacat badan, dimana seorang istri berhak mengajukan talak untuk 
itu.  
Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, menurut Hakim 
pengadilan Agama Bulukumba, yaitu Wildana Arsyad bahwa “kriteria cacat 
badan yang dimaksud adalah cacat badan yang mempunyai penyakit 
yang meluar seperti kusta atau aids yang bisa mengakibatkan penyakit 
yang menular ke pasangannya. Lemah syahwat termasuk pula impoten 
bukan merupakan penyakit tetapi termasuk dalam ke dalam salah satu 
kategori gangguan seksual yang menyebabkan pertengkaran terus 
menerus walaupun ada juga beberapa pandangan yang menganggap itu 
bisa dijadikan alasan sebagai cacat badan karena tidak bisa melakukan 
hubungan suami istri tetapi menurut namasumber, lemah syawat masih 
bisa diobati”.50 
Pandangan/pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa cacat 
badan yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah penyakit berat 
yang ada dalam tubuh pasangan suami/istri yang dapat menular kepada 
pasangannya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan 
hubungan seperti layaknya suami/istri dengan pertimbangan 
membahayakan pasangannya. Hakim Pengadilan Agama Wildana Arsyad 
menilai bahwa lemah syahwat bukan merupakan salah satu kriteria cacat 
badan atau penyakit sebagai alasan perceraian karena lemah syahwat 
atau impoten hanya merupakan salah satu hal gangguan seksual yang 
                                                             
50
 Wawancara dengan Hakim pengadilan Agama Bulukumba, yaitu Wildana Arsyad tanggal 21 
Septemb er 2016. 
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memicu pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak 
harmonis. Tidak dimasukkanya lemah syahwat ataupun impoten ke dalam 
kriteria cacat badan karena menurut Wildana Arsyad cacat impoten 
merupakan suatu hal yang masih bisa diobati sehingga masih ada 
kemungkinan untuk memperoleh kesembuhan. Oleh karena itu, 
berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Wildana Arsyad, penulis 
menyimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan kedua kasus tersebut, 
lemah syahwat yang dialami tergugat termasuk dalam kategori sakit yang 
menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, bukan cacat badan yang 
dapat menimbulkan penyakit menular.  
Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Wildana Arsyad 
tampaknya telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam (khusus) 
mengenai kriteria cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan 
perceraian. Berdasarkan putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm 
maupun putusan Nomor 183/Pdt.G/ 2015/PA.Blk, dasar pertimbangan 
hakim mengabulkan gugatan perceraian karena majelis menilai bahwa 
rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan 
secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena penggugat 
berkeyakinan bahwa tergugat mengalami disfungsi seksual sehingga 
alasan tersebut dinilai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 




Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa 
“perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan bahwa antara suami istri 
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”. Pada putusan 
Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan Nomor 
183/Pdt.G/2015/PA.Blk, dimana dari kedua putusan tersebut setelah 
hakim mendengarkan keterangan dari pihak penggugat dan tergugat serta 
keterangan dari para saksi-saksi dan mempertimbangkan alasan-
asalannya, selanjutnya jika hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga 
yang dijalani sudah sulit untuk dirujukkan kembali, maka hakim 
mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar pertimbangan pada Pasal 
39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 
Hukum Islam.  
Dasar pertimbangan hakim yang berdalilkan pada Pasal 39 ayat (2) 
UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang 
pada dasarnya mengandung ketentuan yang sama bunyinya, yakni 
“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
yang sulit untuk didamaikan lagi, dimana hakim bukan berdasarkan 
kepada alasan cacat badan sebagai mana telah diatur dalam Pasal Pasal 
19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi 
Hukum Islam, karena menurut pandangan hakim bahwa cacat badan 
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karena lemah syahwat ataupun impoten tidak termasuk dalam kriteria 
cacat badan melainkan hanya merupakan sebab percecokan. Penulis 
menilai bahwa cacat badan yang dimaksud adalah penyakit berat yang 
diderita oleh pasangan suami/istri yang tidak dapat lagi memenuhi 
kewajibannya sebagai suami/istri.  
Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 
130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk 
menunjukkan adanya sinkronisasi sehingga memberikan pemahaman 
bahwa lemah syahwat bukan merupakan kriteria cacat badan melainkan 
lebih tepatnya merupakan suatu hal pemicu terpecahnya suatu 
keharmonisan dalam rumah tangga. 
Dengan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, maka 
rumah tangga yang dijalankan oleh penggugat dan tergugat tidak lagi 
sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya sakinah 
mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana 
termaktub dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 
130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk 
yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya dengan rasa dilandasi kebahagiaan 
dan perdamaian, sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan 
serta tidak terwujudnya sakinah mawaddatan warahmah dalam rumah 
tangga. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
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mawadah, dan rahmah. Kata sakinah berasal dari Al-Qur‟an surah 30:21 
(Ar-Rum), yang mana intinya pada ayat ini tertulis : 
"Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 
Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". 
Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan 
sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya 
merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan 
bersama supaya sebuah rumah tangga bisa hidup selamanya. 
Mawaddah dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cinta atau 
sebuah harapan. Kata ini juga ada pada Al-Qur‟an surah 30:21 (Ar-Rum), 
yang mana pada ayat ini intinya tertulis : 
"Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 
dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang".  
Ketika menjalin sebuah pernikahan, cinta adalah hal utama yang 
harus ada padanya. Ketika hubungan sudah berjalan dan mendapatkan 
rasa nyaman, saat itu juga cinta yang sudah ada akan tumbuh menjadi 
cinta yang semakin besar dan kuat. Adanya cinta itu akan sangat 
bermanfaat dalam kehidupan kedua pasangan. 
Kata Warahmah sendiri juga ada pada Al-Qur'an surah 30:21 (Ar-
Rum), yang mana pada ayat ini tertulis : 
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"Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 
dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". 
Dalam menjalin hubungan keluarga, rasa kasih sayang merupakan 
inti dari banyak faktor yang harus ada, dengan adanya rasa kasih sayang, 
keluarga tersebut bisa menjadi lebih harmonis dan memperoleh sebuah 
kebahagiaan yang mana kebahagiaan itu akan menjadi benteng yang 
dapat memperkuat hubungan agar ketika setiap kali ada rintangan atau 
hambatan menerjang, rintangan atau hambatan itu dapat dengan baik dan 
mudah terselesaikan, tepatnya tanpa menimbulkan sebuah perselisihan 
yang dapat berakibat fatal. Dari ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi 
Hukum Islam, dapat diketahui bahwa Sakinah, Mawaddah, Warahmah 
merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan 
berkeluarga agar kehidupan suami istri menjadi aman, tentram dan damai. 
Hubungan rumah tangga yang terjalin antara penggugat dan tergugat 
berdasarkan putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan 
Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk telah menunjukkan tidak adanya 
kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga karena 
tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan nafkah bathin 
selayakanya seorang suami, menimbulkan percecokan dan pertengkaran 
secara terus menerus,sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan 
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. 
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Selanjutnya, untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah 
tangga yang berkepanjangan, maka hakim mengabulkan gugatan 
perceraian yang diajukan oleh penggugat yang sejalan dengan kaidah 
Fiqhiyah yang berbunyi: 
 حلاصملابلج يلع مدقم  دسافملاءرد 
Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil 
kemaslahatan”.  
Tidak terpenuhinya unsur sakinah mawaddah warahmah 
berdasarkan pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut, 
selanjutnya hakim mengabulkan gugatan penggugat yang menjatuhkan  
talak satu ba‟in sugra kepada tergugat. 
Dijatuhkannya talak ba‟in sugra Ini berarti jika saat malam pertama, 
suami belum sempat menyetubuhi istrinya, lantas ia ceraikan, maka 
jatuhlah talak yang disebut talak ba‟in sugra. Saat ini tidak ada lagi istilah 
talak. Jika ia ingin kembali pada mantan istrinya, maka harus dengan 
mahar dan akad yang baru. Dalilnya adalah firman Allah Ta‟ala :  
                                                                                         
                       
                
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 
kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka „iddah 
bagimu yang kamu minta menyempurnakannya” (QS. Al Ahzab: 49). 
 
 
Dijatuhkannya Talak satu ba‟in sugra terhadap tergugat pada 
putusan putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan Nomor 
183/Pdt.G/2015/PA.Blk karena kedua pasangan suami istri belum sempat 
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saling bersetubuh, dan tidak menutup kemungkinan meskipun telah 
bercerai, antara penggugat dan tergugat dapat rujuk kembali sebagai 
pasangan suami istri. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa 
putusan hakim dengan menjatuhkan Talak satu ba‟in sugra kepada 
tergugat adalah telah tepat karena hal tersebut telah sesuai dengan 
aturan-aturan yang dianut dalam Alquran, Kompilasi Hukum Islam maupun 
pada peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan 
alasan utama bagi suami/istri untuk mengajukan gugatan perceraian. 
Dengan demikian, kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan 
sebagai alasan perceraian adalah cacat badan karena suami/istri 
menderita penyakit berat yang dapat menular kepada pasangannya 
sehingga tidak memungkinkan lagi melakukan hubungan suami istri, yang 
dapat berupa kusta atau aids, dimana impoten atau lemah syahwat hanya 
merupakan hal-hal yang memicu percekcokan secara terus menerus 
karena lemah syahwat maupun impoten merupakan penyakit yang masih 
mempunyai peluang untuk disembuhkan. Disamping itu, cacat bawaan 
sejak lahir juga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila 
suami/istri tersebut baru mengetahui bahwa pasangannya mengalami 





B. Penerapan Cacat Badan Atau Penyakit Dengan Akibat Tidak 
Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Suami/Istri Sebagai 
Alasan Perceraian 
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa cacat badan 
merupakan salah satu hal yang menyebabkan kehidupan rumah tangga 
tidak lagi harmonis, karena interaksi antara suami dan istri akan 
terhambat, sehingga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi 
dan diselesaikan sehingga hubungan suami istri tersebut baik kembali, 
adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan lagi bahkan kadang-
kadang menimbulkan kebencian, pertengkaran, yang terus menerus serta 
saling menyalahkan. Keadaan seperti ini untuk melanjutkan hubungan 
perkawinan akan lebih menyakitkan dan menyedihkan antara keduanya, 
sehingga tidak bisa membentuk sakinah mawaddatan warahmat. 
Merujuk pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus 
perceraian terkait dengan gugatan bahwa pasangan telah mengalami 
cacat badan atau penyakit, sebelumnya hakim melihat pada bukti-bukti  
yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat dipersidangan.  
Sesuai dengan Pasal 183 Rbg bahwa pihak yang harus 
membuktikan atau yang dibebani beban pembuktian adalah pihak yang 
berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat yang 
mengemukakan dalil-dalil dalam penggugatannya. Sedangkan bagi pihak 
tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai alat bantahnnya. 
Namun apabila bagi pihak pengguat tidak mampu ataupun tidak dapat 
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menunjukkan bukti atas peristiwa atau kejadian yang diajukannya, maka 
pihak ini harus di kalahkan. Begitu pula bagi pihak tergugat apabila tidak 
dapat atau tidak mampu menunjukkan bukti atas bantahannya maka ia 
harus pula di kalahkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah 
ada. 
Pertimbangan hukum hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. 
Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, dan pendapat atau kesimpulan 
dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan 
analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian, yang 
meliputi :51 
1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat telah 
memenuhi syarat formil dan materil. 
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas maksimum 
pembuktian. 
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti. 
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.  
 
Adapun dasar pertimbangan hukum hakim berdasarkan putusan 
Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm, didasarkan oleh bukti-bukti sebagai 
berikut : 
a. Bukti-bukti penggugat :  
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/42/X/2013 tanggal 24 
Oktober 2013. 
                                                             
51 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hal. 809. 
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- 4 (empat) orang saksi yang berasal dari keluarga terdekat. 
b. Bukti-bukti tergugat :  
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/42/X/2013 tanggal 24 
Oktober 2013. 
- Surat asli keterangan kedokteran Nomor SKK/261/IV/2014, 
tertanggal 22 April 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit 
Pelamonia Makassar, ditandatangani oleh dr. Harry Nursaly, Sp.U., 
dokter spesialis urologi Rumah Sakit Tk.II.07.05.01 Kesdam VII 
Wirabuana. (Diagnosa tergugat bahwa status urologi, alat kelamin 
penggugat berada dalam batas normal). 
- 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga terdekat. 
Sedangkan, dasar pertimbangan hukum hakim berdasarkan 
putusanNomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk, didasarkan oleh bukti-bukti yang 
diajukan sebagai berikut : 
a. Bukti-bukti penggugat  
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup, dan berkesesuaian 
dengan aslinya.  
- 2 (dua) orang saksi yang bersal dari keluarga terdekat para pihak. 
b. Bukti-bukti tergugat 
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup, dan berkesesuaian 
dengan aslinya.  




Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm 
menunjukkan bahwa jumlah saksi yang diajukan oleh penggugat lebih 
banyak dibandingkan dengan jumlah saksi yang diajukan oleh tergugat, 
yakni jumlah saksi penggugat adalah berjumlah 4 (empat) orang dan 
jumlah saksi tergugat adalah 2 (dua) orang, dimana tergugat dalam hal ini 
juga melampirkan bukti surat keterangan kedokteran yang menunjukkan 
bahwa ia tidak mengalami disfungsi seksual.  
Adapun keterangan-keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh 
penggugat maupun tergugat yang berasal dari keluarga terdekat kedua 
belah pihak pada intinya memberikan keterangan yang serupa, yakni :  
 Bahwa saksi tahu sekitar 10 haru pernikahan penggugat dan 
tergugat terlihat rukun, tetapi tidak pernah berhubungan karena 
tergugat tidak mau disentuh oleh penggugat.  
 Saksi pernah menerima informasi bahwa tergugat tidak mau 
disentuh oleh penggugat.  
 Keluarga sudah merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak 
berhasil.  
 Saat ini penggugat dan tergugat pisah tinggal. 
 
Sedangkan, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat 
maupun tergugat pada putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk 
menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat masing-masing 
hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bersedia diperoleh 
keterangannya, tanpa mengajukan adanya bukti surat seperti yang ada 
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pada putusan pengadilan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm.Diterimanya 
seseorang untuk memberikan keterangan dalam persidangan tentunya 
saksi tersebut menurut penilaian hakim telah memenuhi syarat materil dan 
syarat formil sebagai saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat 
digunakan untuk menilai dalil bantahan tergugat.  
Adapun keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh 
penggugat maupun tergugat pada putusan pengadilan Nomor 
130/Pdt.G/2014/PA.Sgm merupakan kesaksian-kesaksian yang berasal 
dari keluarga terdekat kedua belah pihak yang pada intinya memberikan 
keterangan yang sama, yakni :  
 Bahwa tergugat dan penggugat pernah tinggal selama 1 bulan 
dirumah orang tua penggugat.  
 Bahwa selama tinggal bersama penggugat mengakui tidak pernah 
melakukan hubungan intim dengan tergugat karena tergugat lemah 
syahwat. 
 Bahwa tergugat telah pisah tinggal dengan penggugat selama 6 
bulan berturut-turut.  
 Bahwa pada bulan November 2014, tergugat bergi berobat ke dukun 
dan setahu saksi sudah banyak dukun yang didatangi tergugat.  
 Bahwa selama ini pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha 
merukungkan penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak 
mau rukun dengan tergugat. 
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Alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah 
berkesesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup yang 
merupakan suatu akta autentik yang dilampirkan sebagai bukti oleh kudua 
belah pihak pada putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun pada 
putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk, sehingga menurut pertimbangan 
hakim bahwa akta tersebut telah memenuhi syarat formil bukti akta 
autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. 
Apabila ditinjau dari segi batas maksimum pembuktian alat bukti, 
pada putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm, penggugat diberi 
kesempatan oleh hakim untuk mendatangkan saksi ahli, akan tetapi 
penggugat pada akhirnya gagal menghadirkan saksi ahli dalam 
persidangan. Sedangkan, pada putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk, 
dimana para pihak hanya mendasarkan pembuktian pada 2 alat bukti 
yang berupa fotokopi kutipan akta perkawinan dan keterangan saksi tanpa 
dikuatkan oleh surat keterangan medis. Sehingga berdasarkan hal 
tersebut, Majelis Hakim membebani penggugat membuktikan dalilnya dan 
juga terhadap tergugat untuk membuktikan bantahannya.  
Selanjutnya, jika ditinjau dari segi dalil-dalil gugatan maupun 
bantahan yang terbukti, pada putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm, 
hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan penggugat tidak 
dapat menjelaskan kesalahan mendasar penggugat, serta gugatan 
penggugat yang menyatakan tergugat mengalami lemah syahwat adalah 
tidak terbukti, hal tersebut didasarkan pada surat keterangan kedokteran 
71 
 
yang menyatakan bahwa alat vital tergugat bisa berfungsi seksual (tidak 
mengalami lemah syahwat).  
Pada putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk, dalil-dalil penggugat 
yang menyatakan tergugat lemah syahwat adalah ditolak hakim dengan 
dasar pertimbangan bahwa tidak adanya surat keterangan kedokteran 
yang mendukung dalil penggugat tersebut. Begitu pula sebaliknya, 
terhadap tergugat yang ingin mengajukan bantahan bahwa dirinya tidak 
menderita adanya disfungsi seksual, maka harus ditunjukkan adanya 
surat keterangan medis yang mendukung pernyataan tersebut. 
Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa, yakni Ahmad Nur maupun dengan Hakim Pengadilan 
Agama Bulukumba, yakni Wildana Arsyad, keduanya menjelaskan bahwa 
untuk membuktikan adanya cacat badan harus ditunjukkan dengan surat 
keterangan kedokteran (bukti autentik) dari dokter spesialis di bidang 
tersebut dan juga dapat berupa keterangan saksi. Surat keterangan 
kedokteran yang berisi keterangan diagnosa dari seseorang yang 
diberikan secara sah oleh dokter terkait, dapat digolongkan menjadi alat 
bukti surat yang bersifat autentik, karena di dalamnya berisi keterangan 
mengenai suatu keadaan dan hal-hal tertentu, dalam hal ini keterangan 
mengenai kondisi fisik dari seseorang.52 
Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 
yakni Ahmad Nur dapat diketahui bahwa surat keterangan kedokteran 
                                                             
52
 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Ahmad Nur tanggal 1 September 
2016 dan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wildana Arsyad tanggal 21 September 2016. 
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merupakan suatu alat bukti yang bersifat otentik yang berisi keterangan 
mengenai kondisi fisik seseorang yang selanjutnya memiliki kedudukan 
sebagai suatu alat bukti kuat yang memengaruhi pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan terkait dengan adanua dugaan cacat badan 
yang diderita suami/istri sebagai suatu alasan perceraian. 
Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm, 
dimana hakim menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti mengalami 
lemah syahwat, karena penyataan hakim tersebut didasarkan dan 
dikuatkan oleh surat keterangan kedokteran yang membuktikan bahwa 
alat vital tergugat dalam keadan batas normal (tidak mengalami disfungsi 
seksual).  
Berbeda halnya dengan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 
183/Pdt.G/2015/PA.Blk, dimana penggugat tidak dapat membuktikan 
bahwa tergugat mengalami disfungsi seksual, dan begitu juga sebaliknya 
tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia tidak mengalami 
disfungsi seksual, hal ini dikarenakan tidak adanya surat keterangan 
kedokteran yang menunjukkan atau menjelaskan mengenai diagnosa 
mengenai kondisi alat vital tergugat. Sehingga dalam hal ini hakim dalam 
menjatuhkan keputusan lebih banyak dengan alasan perselisihan dan 
pertengkaran secara terus menerus. 
Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa hakim dalam 
menjatuhkan putusan perceraian tidak hanya melihat pada keterangan-
keterangan yang disampaikan oleh pihak penggugat semata bahwa 
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tergugat mengalami disfungsi seksual sehingga tidak dapat memenuhi 
kewajibannya sebagai seorang pasangan suami/istri, melainkan juga 
melihat pada surat keterangan kedokteran merupakan suatu alat bukti 
surat yang bersifat kuat untuk membuktikan dalil-dalil penggugat maupun 
bantahan tergugat terhadap suatu permasalahan yang menyangkut 
masalah kondisi fisik seseorang. Terkait dengan alat bukti saksi, dimana 
saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan 
mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja 
diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula 
saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.  
Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yakni pada 
putusan Nomor 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan Nomor 
183/Pdt.G/2015/PA.Blk, adapun saksi yang diajukan oleh pihak penggugat 
maupun tergugat adalah keluarga dari penggugat dan tergugat itu sendiri, 
yang merupakan orang tua, saudara, atau tetangga yang dekat dengan 
para pihak karena mereka dianggap mengetahui permasalahan rumah 
tangga antara penggugat dan tergugat. 
Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan 1910 KUHPerdata mengatur 
bahwasanya saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan 
semenda menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perdata 
tertentu yang telah dikecualikan oleh undang-undang. Terkait dengan 
kesaksian dalam perceraian, terdapat lex specialis dalam konteks saksi 
keluarga ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 
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1989 tentang Peradilan Agama,  dalam perkara cerai gugat dengan 
alasan syiqaq, saksi keluarga juga cakap (bahkan wajib) didengar 
keterangannya. Syiqaq berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami 
istri, sehingga antara keduanya yaitu suami isteri sering terjadi 
perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan 
(diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. 
Adanya kesaksian dari orangtua atau kerabat yang dekat dengan 
penggugat atau tergugat menurut penulis adalah keterangan yang wajib 
didengar dan dipertimbangkan oleh hakim, dimana keterangan tersebut 
juga adalah merupakan sesuatu yang tidak melanggar syarat formil dan 
syarat materil suatu pembuktian.  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui 
bahwa sebelum menyatakan bahwa tergugat mengalami cacat badan atau 
penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian, maka terlebih dahulu 
melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dengan 
analisis yang jelas, dimana pertimbangan-pertimbangan hakim juga 
melihat pada alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, dalil gugat 
apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, serta sejauh mana 
nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Pada putusan Nomor 
130/Pdt.G/2014/PA.Sgm maupun putusan Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Blk, 
sebelum hakim menjatuhkan putusnya perkawinan karena adanya cacat 
badan atau penyakit yang diderita oleh tergugat, maka hakim sebelumnya 
melihat pada bukti-bukti surat keterangan kedokteran serta keterangan-
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keterangan saksi berasal dari pihak keluarga yang dihadirkan oleh pihak 
penggugat maupun tergugat. 
Namun, dari kedua putusan tersebut tidak ditemukan adanya 
indikasi cacat badan yang diderita oleh penggugat, sehingga hakim 
mengabulkan gugatan perceraian dengan pertimbangan terjadinya 
percekcokan dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada 






















A. Kesimpulan  
1. Kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai 
alasan perceraian adalah cacat badan karena suami/istri menderita 
penyakit berat yang dapat menular kepada pasangannya sehingga 
tidak memungkinkan lagi melakukan hubungan suami istri, yang dapat 
berupa kusta atau aids. Disamping itu, cacat bawaan sejak lahir juga 
dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila suami/istri tersebut 
baru mengetahui bahwa pasangannya mengalami cacat badan 
setelah perkawinan dilangsungkan. Lemah syahwat atau impoten 
tidak termasuk dalam kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat 
dijadikan alasan perceraian karena menurut pertimbangan hakim, 
lemah syahwat atau impoten adalah penyakit yang masih ada 
kemungkinan untuk disembuhkan. 
2. Penerapan cacat badan atau penyakit yang diderita oleh suami/istri 
yang dijadikan sebagai alasan perceraian, maka hakim tidak hanya 
melihat pada pengakuan-pengakuan dari pihak penggugat semata 
bahwa tergugat mengalami cacat badan, melainkan terlebih dahulu 
melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dengan 
analisis yang jelas, dimana hakim juga melihat pada alat bukti yang 
diajukan penggugat dan tergugat, dalil gugatan apa saja dan dalil 
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bantahan apa saja yang terbukti, serta sejauh mana nilai kekuatan 
pembuktian yang dimiliki para pihak.  
 
B. Saran 
1. Kepada pembuat undang-undang hendaknya memberikan penjelasan 
yang lebih mendalam mengenai kriteria cacat badan atau penyakit 
yang dimaksudkan sebagai alasan perceraian agar tidak menimbulkan 
penafsiran yang terlalu luas ataupun dengan menambahkan pasal-
pasal dasar agar lemah syahwat ataupun impoten dapat dijadikan 
sebagai alasan tersendiri untuk mengajukan gugatan percerian, bukan 
hanya sebagai suatu bentuk pertimbangan hakim. 
2. Kepada hakim khususnya yang mengadili perkara perceraian terkait 
dengan adanya cacat badan atau penyakit yang diderita oleh 
suami/istri, sebelum mengambil keputusan hendaknya memanggil 
saksi ahli yang dapat memberikan keterangan maupun penjelasan 
terkait dengan cacat badan atau penyakit yang menjadi pokok 
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P U T U S A N 
Nomor  183/Pdt.G/2015/PA Blk. 
مس ب لله ا نمحر لا مي حر لا 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili 
perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 
atas perkara “cerai gugat” yang diajukan oleh: 
Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan 
Pegawai Honorer xxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, 
selanjutnya disebut sebagai Penggugat 
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan 
Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan 
Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi;  
Pengadilan Agama tersebut; 
Telah mempelajari  berkas perkara; 
Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat; 
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat 
Telah mendengar keterangan hakamain dalam persidangan. 
DUDUK PERKARA 
I. DALAM KONVENSI 
 Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret  
2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba 
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Nomor xxxxxx/Pdt.G/2015/PA Blk., Penggugat telah mengajukan gugatan 
cerai berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 
hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, di xxxxxxxxxxxx, Desa 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 
Nomor : xxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxx 2014 yang dikeluarkan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, 
Kabupaten Bulukumba; 
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama 
sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat 
selama kurang lebih 1 bulan; 
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah 
melakukan hubungan badan sebagai suami isteri (Qabla dukhul); 
4. Bahwa selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan karena Tergugat 
tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami yaitu tidak memberikan 
nafkah baik lahir maupun bathin karena Tergugat Inpotent (rabb); 
5. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 
yaitu pada bulan Nopember 2014, yang di mana pada saat itu Tergugat pergi 
meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat 
dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; 
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 
bulan lamanya sejak Nopember 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir 
dan bathin dari Tergugat; 
7. Bahwa, atas kejadian tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah 
tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi 
Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat; 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua 
Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 




3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; 
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan 
perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan 
Tergugat datang menghadap di persidangan; 
Bahwa oleh karena kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, maka 
keduanya diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator yang 
disepakati yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxx., namun berdasarkan Laporan Hasil 
Mediasi tertanggal 16 April 2015, proses mediasi antara Penggugat dengan 
Tergugat tidak mencapai kesepakatan, meskipun demikian di setiap persidangan 
Majelis Hakim telah melakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun 
kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; 
Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan 
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 
 Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara 
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Benar gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3; 
 Benar gugatan Penggugat poin 4 bahwa Tergugat tidak mampu 
melaksanakan kewajiban dalam memberikan nafkah batin kepada 
Penggugat (lemah syahwat), namun tidak benar Tergugat tidak pernah 
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena selama tinggal bersama 
dengan Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang sebesar 1 juta 
rupiah kepada Penggugat; 
 Benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2014 
sebagaimana gugatan Penggugat poin 5, namun Tergugat pergi karena 
disuruh Penggugat pergi berobat; 
 Benar gugatan Penggugat poin 6, namun pisah tempat tinggal terjadi karena 
Penggugat menyuruh Tergugat berobat ke dukun, dan setelah Tergugat 
berobat, dukun mengatakan bahwa Tergugat sudah sembuh dan agar 
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Tergugat menemui Penggugat, namun setiap Tergugat ke tempat tinggal 
Penggugat, Penggugat selalu menghindari Tergugat;    
 Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, karena 
Tergugat saat ini sudah sembuh dan mampu untuk melakukan hubungan 
suami isteri, namun jika Penggugat ngotot, Tergugat akan mengajukan 
gugatan balik; 
Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang akan 
diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini; 
Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yakni 
membenarkan telah menerima uang sebesar 1 juta rupiah dari Tergugat,  adapun 
yang lainnya Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya; 
Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada 
pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula; 
  Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, 
Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 
xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Alat bukti tersebut 
bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua 
Majelis diberi tanda P; 
Bahwa untuk membuktikan alasan perceraiannya, Penggugat telah 
mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yakni : 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, memberikan 
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 -  Bahwa saksi mengenal Penggugat karena selain bertetangga, saksi 
juga masih ada hubungan semenda dengan Penggugat sedangkan 
Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama zzzzzzzzzzzz; 
 -  Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 
kurang lebih 1 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak; 
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 -  Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak 
pernah melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat lemah 
syahwat; 
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi Tergugat karena saksi pernah 
menemani Tergugat berobat ke dukun sebanyak 2 kali, dan karena 
belum berhasil Tergugat kembali ke rumah orang tuanya untuk 
berobat ke dukun yang lain; 
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi terakhir Tergugat, namun 
sekitar bulan Februari yang lalu, Tergugat memberitahu saksi bahwa 
belum ada reaksi; 
 - Bahwa selama berobat, Tergugat beberapa kali datang ke rumah 
Penggugat, namun Penggugat tidak berada di rumah; 
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 
bulan Nopember 2014 hingga sekarang atau sekitar 6 bulan 
lamanya; 
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat 
dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun; 
2. xxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat 
tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Kecamatan Ujung Loe, 
Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan dibawah sumpah yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 
 -  Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman 
Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang 
bernama xxxxxxxxxxxxxx; 
 -  Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 
kurang lebih 1 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak; 
 -  Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak 




 - Bahwa saksi mengetahui kondisi Tergugat karena Penggugat 
memberitahu saksi dan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, 
Tergugat membenarkannya; 
  - Bahwa pada bulan Nopember 2014, Tergugat pergi berobat ke 
dukun dan setahu saksi sudah banyak dukun yang didatangi 
Tergugat; 
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Tergugat sekarang, apa 
sudah sembuh atau belum karena Tergugat sekarang berada di 
kampungnya;  
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, namun 
Penggugat tidak berada di rumah; 
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 
bulan Nopember 2014 hingga sekarang atau sekitar 6 bulan 
lamanya; 
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat 
dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun; 
Bahwa atas dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 
berupa 2 orang saksi sebagai berikut : 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, 
tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxx, 
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, memberikan 
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 -  Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah kakak 
kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat 
yang bernama xxxxxxxxxxxxxx; 
 -  Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 
kurang lebih 1 bulan di rumah orang tua Penggugat; 
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 
 -  Bahwa pada bulan Nopember 2014, Penggugat mengantar Tergugat 
ke rumah saksi dan meminta agar Tergugat diantar berobat karena 
Tergugat lemah syahwat; 
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  - Bahwa selama Tergugat di rumah saksi, Tergugat selalu berobat di 
dukun, dan menurut penyampaian Tergugat kepada saksi bahwa 
Tergugat sudah mampu melakukan hubungan suami isteri; 
 - Bahwa sesuai anjuran dukun yang mengobati Tergugat, Tergugat 
sudah berusaha untuk menemui Penggugat di rumahnya, namun 
Penggugat selalu tidak berada di rumah; 
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 
selama kurang lebih 6 bulan; 
 - Bahwa selama ini pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha 
merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah 
tidak mau rukun dengan Tergugat;   
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, 
tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan 
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 -  Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah tetangga 
Tergugat, dan saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat dan 
Tergugat menikah; 
 -  Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 
kurang lebih 1 bulan di rumah orang tua Penggugat; 
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 
 -  Bahwa 1 (satu) bulan setelah menikah, Tergugat kembali ke 
kampung dan tinggal di rumah kakak Tergugat untuk berobat karena 
Tergugat lemah syahwat, saksi mengetahui kondisi Tergugat yang 
lemah syahwat atas penyampaian Penggugat kepada saksi yang 
dibenarkan oleh Tergugat; 
  - Bahwa selama Tergugat di rumah kakak Tergugat, Tergugat sering 
berobat di dukun, dan menurut penyampaian Tergugat kepada saksi 
bahwa Tergugat sudah mampu melakukan hubungan suami isteri, 
namun setiap kali Tergugat ke rumah Penggugat, Penggugat selalu 
tidak berada di rumahnya;  
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 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 
selama kurang lebih 6 bulan; 
 - Bahwa selama ini pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha 
merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah 
tidak mau rukun dengan Tergugat; 
Bahwa sebelum memasuki tahap kesimpulan, Majelis Hakim 
memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses perdamaian melalui 
lembaga hakamain, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk 
menghadirkan seorang hakam; 
Bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan seorang hakam yang 
mengaku bernama : 
xxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal 
di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten 
Bulukumba (paman Penggugat); 
Bahwa sedangkan Tergugat juga menghadirkan seorang hakam yang 
mengaku bernama: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat 
tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten 
Bulukumba (kakak Tergugat); 
Bahwa setelah diberi kesempatan untuk melakukan proses hakam, 
selanjutnya hakam Penggugat dan Tergugat melaporkan bahwa upaya 
perdamaian yang dilakukannya tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh 
bercerai dengan Tergugat;  
Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat secara lisan 
menyatakan bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat 
sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan 





II. DALAM REKONVENSI 
 Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara 
konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini. 
Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, 
Penggugat konvensi selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat dan 
Tergugat konvensi disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat. 
 Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan antara 
Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan 
pengembalian uang belanja pernikahan sejumlah Rp 37.500.000,- (tiga puluh 
tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat; 
Bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut, Penggugat mohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang menangani perkara 
ini kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan 
sebagai berikut : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2. Menghukum Tergugat mengembalikan uang belanja pernikahan sejumlah 
37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat; 
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya; 
Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat 
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Benar sebelum menikah Penggugat menyerahkan uang belanja pernikahan 
sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun 
Tergugat tidak sanggup mengembalikan kepada Penggugat karena uang 
tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pesta;  
Bahwa pada tahap replik, Penggugat bertetap pada dalil gugatannya dan 
Tergugat dalam dupliknya menyatakan bertetap pada dalil jawabannya; 
Bahwa pada tahap pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat tidak 
mengajukan bukti atas dalil gugatan maupun dalil bantahannya; 
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang 
tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, merupakan bagian yang 





I. DALAM KONVENSI 
 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana 
telah diuraikan di atas. 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan 
Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, namun 
berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya tersebut tidak berhasil. Meskipun 
demikian, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan 
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. 
 Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud 
bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak awal pernikahan kehidupan 
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 
pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan 
suami isteri karena Tergugat impotent. Sebulan setelah menikah atau pada bulan 
Nopember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi 
kembali menemui Penggugat hingga sekarang; 
Menimbang, bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut 
disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Tergugat mengakui dalil bahwa 
dirinya tidak mampu melakukan hubungan suami isteri, Tergugat juga 
membenarkan bahwa pada bulan Nopember 2014, Tergugat pergi meninggalkan 
Penggugat, namun kepergian Tergugat atas permintaan Penggugat agar 
Tergugat pergi berobat, dan hasilnya Tergugat saat ini sudah sembuh; 
Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan Tergugat, dapat 
disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dalil tentang hubungan hukum dan pisah 
tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Adapun 
dalil tentang penyebab ketidakhamonisan rumah tangga diakui secara 
berklausula yang secara formil disamakan dengan bantahan, dan terhadap dalil 
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yang masih diperselisihkan tersebut, pengadilan membebankan masing-masing 
pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya sesuai ketentuan 
Pasal 283 R.Bg.; 
Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab, maka patut disimpulkan 
bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah dalam rumah 
tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan sulit untuk 
dirukunkan disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin (lemah 
syahwat) kepada Penggugat; 
Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian Penggugat, 
terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat 
dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya gugatan ini; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah 
mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan 
telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai 
cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi 
syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat 
sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa 
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang 
sah; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan mengenai alasan 
perceraiannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi.  Saksi-saksi tersebut 
secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan kesemuanya di 
muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana 
keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain, meskipun di antaranya 
bersifat berdiri sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat digunakan 
dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat; 
Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Tergugat juga mengajukan 
dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga 




Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh saksi-
saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa 
setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan 
suami isteri karena Tergugat lemah syahwat; 
Menimbang, bahwa adapun pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 
2014 diakui pula oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi, namun dalam 
bantahannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pergi karena disuruh oleh 
Penggugat untuk berobat. Bantahan Tergugat ini dikuatkan oleh saksi Tergugat, 
sehingga harus dinyatakan terbukti bantahan bahwa pada bulan Nopember 
2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena disuruh Penggugat untuk 
berobat; 
Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa selama 
berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat juga 
dibantah oleh Tergugat. Dalil Penggugat ini adalah dalil negative yang secara 
formil sulit untuk dibuktikan (negative non sunt probanda), sehingga berdasarkan 
hal tersebut, Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil 
bantahannya; 
Menimbang, bahwa dalam keterangannya, kedua saksi Tergugat 
menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang 
menemui Penggugat, namun Penggugat tidak berada di rumah. Dengan 
demikian dalil bantahan Tergugat patut dinyatakan terbukti; 
Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat bahwa setelah 
menjalani pengobatan, saat ini dirinya sudah mampu untuk melakukan hubungan 
suami isteri, tidak didukung oleh bukti yang cukup, karena saksi yang diajukan 
oleh Tergugat hanya mengetahui berdasarkan penyampaian Tergugat 
(testimonium de auditu); 
Menimbang, bahwa karena bukti-bukti tentang Tergugat lemah syahwat 
belum cukup serta tidak adanya keterangan medis bahwa Tergugat sudah 
sembuh, sehingga Majelis Hakim menyatakan dalil bantahan Tergugat tersebut 
tidak terbukti;  
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Menimbang, bahwa selain itu baik saksi Penggugat maupun saksi 
Tergugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 
Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama 
dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat, saksi-saksi serta 
pengakuan Tergugat, maka oleh Majelis Hakim dinilai telah cukup untuk 
menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut : 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat pada 
perkawinan yang sah; 
- Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah 
melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat lemah syahwat; 
- Bahwa sejak bulan Nopember 2014, Tergugat sudah melakukan pengobatan 
ke dukun; 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Nopember 
2014 hingga sekarang atau sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan; 
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah ke rumah 
Penggugat, namun Penggugat tidak berada di rumah; 
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan 
Tergugat, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tergolong 
rumah tangga yang mengalami disharmonisasi disebabkan Tergugat tidak 
mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat; 
Menimbang, bahwa hingga pemeriksaan terakhir atas perkara ini, 
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 
delapan bulan. Selama persidangan berlangsung yang dihadiri oleh Penggugat 
dan Tergugat, mediator dan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat dan 
Tergugat rukun kembali bahkan sebelum tahap kesimpulan Penggugat dengan 
Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses hakamain, sebagaimana 
petunjuk QS. An-Nisa ayat 35 : 
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 ٞث ٌبقش ٌزفخ ُاٗ ُا بٖيٕأ ٍِ بَندٗ ٔيٕأ ٍِ بَند ا٘ثعثبف بَْٖ
شٞجخ بَٞيع ُبم اللَّ ُا بَْٖٞث اللَّ قف٘ٝ بدلصا اذٝشٝا    
Artinya :  
"Dan jika kamu khawatir  terjadi persengketaan antara keduanya, maka 
angkatlah hakam (seorang pendamai) dari keluarga suami dan seorang 
hakam lagi dari keluarga isteri. Jika kedua pendamai itu ingi mencari 
perdamaian, maka Allah akan memberikan kesatuan pendapat kepada 
keduanya, sesungguhnya Allah mengetahui dan mengerti" 
Menimbamg, bahwa setelah melalui proses hakamain, ternyata upaya 
tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan 
Tergugat, dan senada dengan sikap Penggugat, Tergugat pun menyatakan tidak 
keberatan bercerai dengan Penggugat; 
Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat 
sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa ketidakharmonisan yang 
terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berakibat tidak 
adanya harapan untuk dapat dirukunkan kembali; 
Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak berperkara 
telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan 
upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam 
mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk 
menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah 
tangga yang demikian tidak akan memberi harapan maslahat bagi keduanya, 
justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih 
besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam 
Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 
2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, 
sebagai berikut : 
96 
 
 خىبصَىا تيج ٚيع ًذقٍ ذسبفَىا ءسد 
Artinya : “Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada 
mengedepankan kebaikan/maslahat” 
Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan 
pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan 
kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 
telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 
3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan 
Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena 
itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan 
Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah 
mengikat keduanya. 
Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum 
pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara a 
quo adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah 
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan 
maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada 
Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk 




II. DALAM REKONVENSI 
Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam 
pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan 
dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini; 
Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban konvensinya juga 
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yakni pengembalian uang belanja 
pernikahan sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil 
diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh 
karenanya dapat dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa uang belanja perkawinan (uang naik) khususnya 
dalam masyarakat bugis-makassar adalah pemberian pihak keluarga calon 
mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum 
pelaksanaan perkawinan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan  kedua 
belah pihak. Diistilahkan uang belanja karena uang tersebut memang habis 
digunakan dan dibelanjakan guna keperluan pesta perkawinan, sehingga bila 
dikemudian hari atau setelah pelaksanaan pesta perkawinan, terjadi perpecahan 
dalam rumah tangga, uang tersebut tidak dapat diminta kembali kecuali bila ada 
perjanjian sebelumnya;   
Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian antara kedua belah 
pihak mengenai pengembalian uang belanja tersebut, maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum, dan oleh 
karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima; 
III.  DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang 
perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam 
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi; 
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Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta 
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 
M E N G A D I L I 
I.  DALAM KONVENSI : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten 
Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 
II.  DALAM REKONVENSI: 
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 
III.  DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 
- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk 
membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh 
satu ribu  rupiah); 
Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam 
musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. dan 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh 
xxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu 
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, 
dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi diluar hadirnya 
Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi; 
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Hakim Anggota,                                           Ketua Majelis, 
 
 ttd  ttd 
xxxxxxxxxxxxx                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                    
ttd      ttd                                           
xxxxxxxxxxxxxxxx                         Panitera Pengganti,                                                                                                             
  ttd 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Perincian biaya perkara : 
- Pendaftaran    Rp       30.000,00 
- Proses     Rp       50.000,00 
- Panggilan    Rp     280.000,00 
- Redaksi     Rp         5.000,00 
- Materai     Rp         6.000,00 
  Jumlah   Rp     371.000,00 
                                                                     (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) 
 
Untuk salinan 
Pengadilan Agama Bulukumba 
                  Panitera 
 




P U T U S A N 
Nomor : 130/Pdt.G/2014/PA.Sgm. 
 
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 
atas perkara yang diajukan oleh: 
PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 19 tahun, 
agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, 
bertempat kediaman di Dusun X Desa X Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa , sebagai Penggugat Konvensi/tergugat 
rekonvensi;  
m e l a w a n 
TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 29 tahun, 
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai 
Honor X, bertempat kediaman Dusun X Desa X Kecamatan 
Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat 
konvensi/penggugat rekonvensi;  
Pengadilan Agama tersebut; 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa 
bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; 
DUDUK PERKARANYA 
Dalam Konvensi 
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan 
tertanggal 17 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 
130/Pdt.G/2014/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat 
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 
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Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng sebagaimana 
bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah No. 
441/42/X/2013, tertanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh 
KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; 
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut  Penggugat dan Tergugat hidup 
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah 
orang tua Tergugat di X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa 
sampai berpisah tempat tinggal; 
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 
hidup berumah tangga selama satu bulan, namun kabla dukhul 
(belum pernah berhubungan suami isteri).  
4. Bahwa sejak  sering cekcok dan bertengkar anatara penggugat dan 
tergugat sering muncul perselisihan dan bertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan 
antara lain : 
a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah; 
b. Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai 
suami; 
c. Tergugat pernah mengancam penggugat untuk dibunuh; 
d. Tergugat mengembalikan penggugat ke orang tua penggugat 
sampai sekarang; 
e. Tergugat pernah melaporkan penggugat ke Polisi, namun tidak 
dapat dibuktikan; 
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas 
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun 
kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang 
bahagia di masa yang akan datang; 
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang 





1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT 
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI  terhadap Penggugat, 
PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI; 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
SUBSIDAIR: 
 Mohon putusan yang seadil-adilnya; 
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan 
Tergugat datang menghadap di persidangan; 
Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan 
perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. 
Salmah ZR, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata 
berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut dinyatakan tidak 
berhasil; 
Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua 
pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan 
keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap 
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; 
Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat 
gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan  
Penggugat; 
Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 
memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Bahwa tergugat mengakui adanya ikatan perkawinan 
b. Tergugat membenarkan bawa selama dalam ikatan perkawinan 
dengan penggugat, belum pernah melakukan hubungan suamai- isteri 
(coitus) karena tergugat tidak mau disentuh. 
c. Tergugat membenarkan pernah tidur seranjang dengan penggugat 




d. Tergugat membantah dalil penggugat bahwa tergugat pernah 
mengancam penggugat untuk dibunuh; 
e. Tergugat membantah dalil penggugat kalau dikatakan tergugat tidak 
pernah menafkahi penggugat, karena tergugat pernah memberi uang 
sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat; 
f. Tergugat membantah dalil penggugat  yang mengatakan tergugat 
lemah syahwat; 
g. Tergugat tidak pernah mengembalikan penggugat kepada orang 
tuanya, melainkan penggugat minta diantar ke acara pengantin 
sepupunya. Pada saat itu, tergugat memang mengantar ke pengantin 
itu, tetapi setelah dari acara pengantin, penggugat malah ke rumah 
orang tuanya di Sengkang tanpa izin tergugat. Setelah pulang dari 
Sengkang (Kabupaten Wajo), penggugat langsung ke rumah ibunya di 
Kabupaten Gowa dan tidak kembali ke rumah orang tua tergugat. 
h. Tergugat membenarkan pernah melaporkan penggugat ke polisi, 
karena merasa ditupu oleh penggugat karena tidak mau disentuh dan 
malah kembali ke rumah orang tua tanpa izin tergugat. 
i. Bahwa pada prinsipnya, tergugat tidak bermaksud mempertahankan 
rumah tangga dengan penggugat, tergugat juga menghendaki 
perceraian. 
Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah 
menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah 
sebagai berikut: 
a. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula, kecuali yang 
diakui dalam replik ini; 
b. Penggugat mengaku pernah menerima uang Rp.500.000. (lima ratus 
ribu rupiah) dari tergugat; 
c. Pemnggugat membantah kalau dikatakan tidak mau disentuh 
tergugat, justru tergugat yang tidak mau menyentuh dan tidak ada aksi 
sama sekali. Penggugat tidur seranjang dengan tergugat dengan 
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hanya memakai baju tidur biasa, bahkan kadang-kadang tidak 
memakai BH, tetapi tergugat tidak pernah terangsang. 
d. Penggugat kembali ke rumah orang tua sambil berpesan agar 
tergugat berobat, tetapi tergugat malah melaporkan penggugat ke 
polisi 
Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah 
menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada 
jawaban semula; 
Dalam Rekonvensi 
Bahwa Tergugat konvensi selain mengajukan jawaban 
sebagaimana tersebut di atas, telah pula mengajukan gugatan balik 
(rekonvensi) bersama dengan jawabannya dan oleh karena itu identitas 
yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara 
rekonvensi, sehingga tergugat dalam konvensi menjadi penggugat dalam 
rekonvensi sedangkan penggugat dalam konvensi menjadi tergugat dalam 
rekonvensi; 
Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan secara lisan oleh 
penggugat pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa pada saat penggugat menikahi tergugat, penggugat membawa 
uang belanja sebesar Rp.20.000.000., (dua puluh juta rupiah) 
ditambah beras 200 Kilogram, serta mahar berupa cincin emas 23 
karat  dengan berat 2 Gram; 
2. Penggugat menghendaki agar seluruh pengeluaran penggugat dalam 
rangka pernikahan dengan tergugat agar dikembalikan kepada 
penggugat. Oleh karena itu, mohon kiranya agar majelis hakim 
menjatuhkan putusan dengan amar : menghukum tergugat untuk 
mengembalikan seluruh pengeluaran penggugat yang berupa uang 
belanja sebesar Rp.20.000.000., (dua puluh juta rupiah) ditambah 
beras 200 Kilogram, serta mahar berupa cincin emas 23 karat  dengan 
berat 2 gram; 
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Bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, tergugat menyampaikan 
jawaban yang pada pokoknya membenarkan jenis dan jumlah uang dan 
barang yang dibawa (dinaikkan) penggugat untuk pernikahan penggugat 
dengan tergugat, tetapi tergugat  menolak seluruh gugatan penggugat 
untuk mengembalikan uang dan barang yang dibelanja dalam perkawinan 
tersebut karena terjadinya masalah dalam rumah tangga penggugat dan 
tergugat, disebabkan oleh ketidakmampuan penggugat menjalankan 
kewajibannya sebagai suami. 
Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat menyampaikan 
replik dengan menegaskan tetap pada tuntutan semula, karena 
sesungguhnya penggugat tetap normal, tetapi tergugat tidak mau 
disentuh.  
Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat tetap pada jawaban 
semula. 
Pembuktian dalam Konvensi 
Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 
mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bajeng Nomor: Akta 
Nikah No. 441/42/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013, bermaterai cukup dan 
telah sesuai dengan aslinya (bukti P); 
Bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi 
sebagai berikut: 
1. SAKSI I P, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya 
sebagai berikut:  
 Saksi kenal pengugat dan tergugat karena saksi adalah ibu 
kandung penggugat, tergugat pernah tinggal di rumah saksi sekitar 
satu pekan; 
 Saksi tahu pahwa sekitar 10 hari pertama pernikahan, penggugat 




 Saksi pernah menerima laporan penggugat bahwa tergugat tidak 
pernah menyentuh penggugat. 
 Saksi memperhatikan tergugat, pada saat tergugat mau tidur tidak 
pernah membuka celana jeans sampai pagi; 
 Saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat mandi junub di 
pagi hari sebagaimana layaknya pengantin baru yang lain; 
 Saksi sebagai orang tua, telah menyediakan kamar pengantin yang 
dapat dikunci dari dalam, penggugat dan terguat menggunakan 
kamar itu selam 7 malam. 
 Selain di rumah saksi, di rumah oran tua tergugat pun disediakan 
kamar pengantin yang dapat dikunci dari dalam. Penggugat dan 
tergugat menggunakan kamar ini sekitar 3 malam, tetapi tetap saja 
tidak pernah terjadi hubungan suami-isteri; 
 Saksi pernah menyampaikan kepada keluarga tergugat agar 
tergugat berobat, karena selama ini tergugat tidak bisa 
menjalankan kewajibannya sebagai suami. Keluarga tergugat 
menyatakan akan menyuruh tergugat berobat tetapi sampai 
sekarang tidak diketahui hasilnya; 
 Tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat jika tidak 
dikembalikan uangnya; 
 Saat ini, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 
November 2013 sampai sekarang, Penggugat tinggaal di rumah 
saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya; 
 Saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi 
tidak berhasil karena sesungguhnya tergugat juga menghendaki 
perceraian; 
 Saksi dan keluarga besar penggugat tidak menyetujui permintaan 
tergugat agar belanja perkawinan dan maharnya dikembalikan 
kepada tergugat, karena masalah ini timbul akibat kelemahan 
tergugat sendiri, lagi pula tidak ada perjanjian sebelumnya. 
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2. SAKSI II P, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya 
sebagai berikut:  
 Saksi kenal pengugat dan tergugat karena saksi adalah kakak 
kandung penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah oran tua 
saksi sekitar satu pekan; 
 Saksi tahu pahwa sekitar 10 hari pertama pernikahan, penggugat 
dan tergugat terlihat rukun, tetapi tidak pernah berhubungan suami-
isteri; 
 Saksi pernah menerima laporan penggugat bahwa tergugat tidak 
pernah menyentuh penggugat. 
 Saksi mengetahui saat tergugat mau tidur tidak pernah membuka 
celana jeans sampai pagi; 
 Saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat mandi junub di 
pagi hari; 
 Saksi tahu orang tua telah menyediakan kamar pengantin yang 
dapat dikunci dari dalam, penggugat dan terguat menggunakan 
kamar itu selam 7 malam. Di rumah orang tua tergugat juga ada 
kamar yang disediakan untuk penggugat dna tergugat dan sudah 
digunakan sekitar 3 malam, tetapi tetap saja tidak terjadi hubungan 
suami-isteri. 
 Saksi pernah menyampaikan kepada keluarga tergugat yang 
pernah datang melamar agar tergugat diobati, karena selama ini 
tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami tetapi 
sampai sekarang tidak diketahui hasilnya; 
 Tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat jika tidak 
dikembalikan uangnya; 
 Saat ini, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 
November 2013 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah 
ibunya, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri; 
 Tergugat juga menghendaki perceraian; 
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Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat 
tidak memberikan tanggapan dan tidak pula mengajukan alat bukti, 
meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, karena sesungguhnya 
tergugat pun menghendaki perceraian. Bukti-bukti yang diajukan tergugat 
lebih mengarah kepada penguatan dalil gugatan rekonvensi sebagai 
berikut ;  
Pembuktian Dalam Rekonvensi   
Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 
mengajukan bukti-bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Kedokteran 
Nomor SKK/261/IV/2014, bertanggal 22 April 2014, yang dikeluarkan oleh 
Rumah Sakit Pelamonia Makassar, ditandatangani oleh dr. Harry Nursaly, 
Sp.U., dokter spesialis Urlogi Rumah sakit Tk.II.07.05.01 Kesdam VII 
Wirabuana, (diberi kode bukti PR). Bukti ini menjelaskan diagnosa 
tergugat bahwa status urologi (fisik), alat kelamin tergugat berada dalam 
batas normal. 
Bahwa, selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan emapt 
orang saksi sebagai berikut: 
1. SAKSI I P DALAM REKONVENSI, yang menerangkan di bawah 
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:  
 Saksi kenal pengugat dan tergugat karena saksi adalah ibu 
kandung penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pernah 
tinggal di rumah saksi sekitar 3 hari, penggugat rekonvensi pernah 
juga tinggal di rumah orang tua tergugat selama  sepekan; 
 Saksi tahu pahwa sekitar 10 hari pertama pernikahan, penggugat 
dan tergugat terlihat rukun, tetapi tidak pernah berhubungan karena 
tergugat tidak mau disentuh oleh penggugat; 
 Saksi pernah menerima laporan penggugat bahwa tergugat tidak 
pernah disentuh penggugat. 




 Saksi sebagai orang tua, telah menyediakan kamar pengantin yang 
dapat dikunci dari dalam, penggugat dan terguat menggunakan 
kamar itu selam 3 malam. 
 Saksi tidak pernah diberitahu keluarga tergugat agar tergugat 
berobat; 
 Saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan 
tidak pernah menolak ketika diajak tidur oleh penggugat; 
 Saat tidur, terggugat menggunakan pakaian tidur biasa; 
 Tergugat tidak mau makan di rumah orang tua penggugat 
rekonvensi, kecuali hanya makan mie istant yang dibeli sendiri oleh 
tergugat; 
 Kalau berkomunikasai, tergugat rekonvensi hanya menggunakan 
sms (short massage service) dan tidak berbicara langsung; 
 Saat ini, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 
November 2013 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah 
saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya; 
 Saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi 
tidak berhasil karena sesungguhnya penggugat dan tergugat sama-
sama menghendaki perceraian; 
2. SAKSI II P DALAM REKONVENSI, yang menerangkan di bawah 
sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 
  Saksi kenal pengugat dan tergugat karena saksi adalah tante 
penggugat; 
 Saksi pernah menerima informasi dari orang tua penggugat bahwa 
tergugat tidak pernah disentuh penggugat, tidak mau makan dan 
minum di rumah penggugat kecuali hanya makan indomie yang 
dibelinya sendiri. 
 Saksi ke rumah penggugat pada siang hari, sehingga tidak 




 Saat ini, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 
November 2013 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah 
saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya; 
 Keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, 
tetapi tidak berhasil; 
3. SAKSI III P DALAM REKONVENSI, yang menerangkan di bawah 
sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 
 Saksi kenal pengugat dan tergugat karena saksi adalah paman 
kandung penggugat; 
 Saksi tahu pahwa penggugat dan tergugat terlihat rukun sebentar, 
tetapi tidak pernah berhubungan karena menurut penggugat, 
tergugat sering marah-marah kalau didekati; 
 Saksi adalah orang yang datang melamar saat penggugat dan 
tergugat mau menikah. 
 Penggugat membawa uang dan barang ke dalam acara pernikahan 
penggugat dan tergugat dengan rincian : uang Rp.20.000.000,- 
(dua puluh juta rupiah), beras 200 Kg, dan mahar berupa emas 23 
karat sejumlah 2 gram; 
 Saksi pernah diberitahu keluarga tergugat agar tergugat berobati 
dan saksi sudah sampaikan kepada penggugat; 
 Saat ini, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 
November 2013 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah 
orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di rumah ibunya; 
 Saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi 
tidak berhasil; 
4. SAKSI IV P DALAM REKONVENSI, yang menerangkan di bawah 
sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 
 Saksi kenal pengugat dan tergugat karena bertetangga; 
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 Saksi tahu pahwa penggugat dan tergugat terlihat rukun sebentar, 
tetapi tidak kemudian bermasalah karena tergugat pulang ke rumah 
orang tuanya (ayah) di Sengkang, tanpa pamit; 
 Saat ini, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak 
November 2013 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah 
orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di rumah ibunya; 
Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dari penggugat, 
tergugat menanggapi dengan mengatakan bahwa saksi sebagai orang tua 
telah dilapori mengenai kondisi biologis penggugat dan pada saat itu, 
saksi terlihat menangis. 
Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan 
yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga 
Tergugat tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, kemudian 
Penggugat dan Tergugat memohon putusan; 
Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah 
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk 
selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini; 
PERTIMBANGAN HUKUMNYA 
Dalam Konvensi 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas 
menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil 
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah 
hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka 
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 
66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, 
maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, 
memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat; 
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) 
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua 
belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk 
memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, 
kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh 
mediator, Dra. Salmah ZR, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, 
akan tetapi tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a 
quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai 
hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas 
sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan 
hukum dalam perkara a quo; 
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 
adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan 
terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa 
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/42/X/2013 Tanggal 24 Oktober 
2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Bajeng, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, 
karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian 
akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat 
dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 
Oktober 2013, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi 
syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah 
memenuhi syarat formil dam materil akta autentik, maka bukti P tersebut 
bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, 
sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah 
suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula 
Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum 
dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat 
adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang 
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mengajukan perkara (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a 
quo; 
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai 
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam 
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 
perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena 
penggugat berkeyakinan bahwa tergugat tidak sanggup menjalankan 
kewajibannya sebagai suami karena mengalami disfungsi seksual (lemah 
syahwat). Kondisi ini menyebabkan penggugat tidak betah bersama 
tergugat dan memilih kembali ke rumah orang tuanya sambil berharap 
tergugat mau berobat, akan tetapi tergugat malah melaporkan penggugat 
ke polisi dengan alasan penipuan. Alasan tersebut dinilai sesuai dengan 
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan 
dipertimbangkan;  
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai 
bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara 
penggugat dengan tergugat adalah terutama karena tergugat tidak pernah 
menggauli penggugat sebagai isteri meskipun sudah pernah hidup rukun 
dan tidur seranjang sekitar 10 malam. Kenyataan ini diyakini penggugat 
bahwa tergugat mengalami disfungsi seksual (lemah syahwat), oleh 
karena itu, penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan menyampaikan 
pesan kepada keluarga tergugat agar tergugat berobat akan tetapi 
tergugat bukannya berobat karena merasa dirinya normal, bahkan 
menganggap tindakan penggugat sebagai bentuk penipuan. Tergugat 
merasa tertipu karena tergugat telah berkorban banyak dalam bentuk 
belanja perkawinan berupa uang tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta 
rupiah), beras 200 Kg, dan mahar dalam bentuk emas 23 karat dengan 
berat 2 gram, sehingga tergugat melaporkan penggugat ke polisi. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, 
maka tergugat menjawab dalil-dalil  dan mengakui adanya percekcokan 
dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat: 
Menimbang, meskipun tergugat mengakui adanya percekcokan dan 
perselisihan dalam rumah tangganya dan tidak pernah terjadi hubungan 
suami-isteri, namun pengakuan itu disertai dengan klausula yang menjadi 
penyebab percekcokan itu, yakni bahwa penggugat tidak mau disentuh 
dan sering marah-marah kalau didekati tergugat, sehingga tergugat 
merasa ditipu oleh penggugat. Menurut tergugat, perselisihan itu bukan 
disebabkan karena tergugat mengalami disfungsi seksual tergugat, 
melainkan penggugat tidak mau disentuh. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban 
termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi permasalahan selanjutnya 
dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam 
rumah tangga Penggugat  dan Tergugat tersebut mengakibatkan 
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga 
keduanya sudah sulit untuk rukun kembali; 
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, 
ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal 
oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan 
oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki 
aspek-aspek lex specialis (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-
peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah 
tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil yang diakui 
berklausula, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti 
sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib 
bukti terlebih dahulu;  
Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum 
sebagai suami-isteri, penggugat telah mengajukan Fotokopi Kutipan Akta 
Nikah Nomor: 441/42/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bajeng, yang telah sesuai 
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dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, yang diberi kode bukti P, 
sehingga harus dinyatakan bahwa terbukti bahwa penggugat dan tergugat 
adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai. 
Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat menghadirkan 
saksi-saksi. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah 
memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi 
tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan 
nilai pembuktiannya sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan 
dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara 
langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat 
dan Tergugat, dimana penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak 
pernah harmonis, tidak pernah terjadi hubungan suami isteri, meskipun 
sudah pernah tidur seranjang dalam kamar yang tertutup setidaknya 10 
malam, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang 
disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (link and match),  maka 
keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian bebas (vrijbewijskracht) sebagaimana dimaksud Pasal 309 
R.Bg.   
Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah 
menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) yang terlebih dahulu 
menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de 
Oozaak), dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Penggugat dan 
Tergugat dari adanya percekcokan Penggugat dan Tergugat, dengan 
demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan 
saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain 
dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan 
Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan 
tergugat selalu cekcok, berselisih dan pertengkar yang bersifat terus 
menerus yang tidak dapat didamaikan lagi; 
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Menimbang bahwa penyebab percekcokan, perselisihan dan 
pertengkaran penggugat dan tergugat meskipun tidak dapat dibuktikan 
secara ilmiyah (medis), akan tetapi indikasinya (qorinah) dapat 
disimpulakan dari keterangan para saksi yang diajukan penggugat, 
dikuatkan pula dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua  yang 
diajukan tergugat, dibenarkan pula oleh tergugat bahwa sesungguhnya 
penggugat pernah secara sukarela tidur seranjang dengan tergugat dalam 
kamar yang dapat dikunci dari dalam, selama  10 malam, maka majelis 
berpendapat bahwa penggugat sudah tamkin sempurna (menyerahkan 
diri) kepada tergugat meskipun belum terjadi hubungan suami-isteri 
(senggama). Walaupun tidak terbukti adanya disfungsi seksual tergugat, 
akan tetapi majelis hakim menilai bahwa tidak terjadinya hubungan suami-
isteri (senggama) dalam kondisi seperti ini, telah menyebabkan pecahnya 
rumah tangga penggugat dan tergugat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah 
dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta 
dalam persidangan sebagai berikut: 
-  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 
-  Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi 
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus 
menerus yang disebabkan tidak adanya nafkah batin tergugat kepada 
penggugat, meskipun sudah seranjang selam 10 malam; 
-  Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 
Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah 
berpisah tempat tinggal selama 6 bulan; 
Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam 
keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, 
aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan 
yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian 
diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana 
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat 
dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan 
rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim 
berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat 
telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah 
berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian 
rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai 
dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya sakinah mawaddah 
warahmah dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat Ar-
Rum yang artinya : 
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“  
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan 
dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, 
maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa 
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga rumah 
tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul 
kewajiban sebagai suami isteri;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai 
cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi 
SAW yang berbunyi: 
لاو ررض لارارض  
Artinya: Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan 
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Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut 
rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka 
sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi: 
 ءرد دقم  دسافملا يلع مبلج حلاصملا   
Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil 
kemaslahatan”  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak 
melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan 
talak satu bain sughraa tergugat kepada penggugat; 
Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi 
perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada 
Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan 
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi 
kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; 
Dalam Rekonvensi 
Menimbang bahwa Tergugat konvensi selain mengajukan jawaban 
sebagaimana tersebut di atas, telah pula mengajukan gugatan balik 
(rekonvensi) bersama dengan jawabannya dan oleh karena itu identitas 
yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara 
rekonvensi, sehingga tergugat dalam konvensi menjadi penggugat dalam 
rekonvensi sedangkan penggugat dalam konvensi menjadi tergugat dalam 
rekonvensi; 
Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan secara lisan 
oleh penggugat pada pokoknya Penggugat menghendaki agar seluruh 
pengeluaran penggugat dalam rangka pernikahan dengan tergugat  
berupa uang belanja sebesar Rp.20.000.000., (dua puluh juta rupiah), 
ditambah beras 200 Kilogram, serta mahar berupa cincin emas 23 karat  
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dengan berat 2 Gram, dikembalikan kepada penggugat. Oleh karena itu, 
penggugat memohon kiranya majelis hakim menjatuhkan putusan dengan 
amar : menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh pengeluaran 
penggugat yang berupa uang belanja sebesar Rp.20.000.000., (dua puluh 
juta rupiah) ditambah beras 200 Kilogram, serta mahar berupa cincin 
emas 23 karat  dengan berat 2 gram, dan mohon putusan yang seadil-
adilnya; 
Menimbang bahwa alasan utama  yang menjadi dalil gugatan 
penggugat adalah terguat tidak mau disentuh dan sering marah-marah 
jika didekati penggugat, sehingga penggugat tidak menikmati manisnya 
perkawinan dalam bentuk hubungan suami isteri (senggama), padahal 
penggugat telah berkorban  dengan memberikan mahar dan membiayai 
penyelenggaraan perkawinan penggugat dengan tergugat. Hal ini, dinilai 
penggugat sebagai suatu bentuk penipuan sehingga tergugat harus 
dihukum untuk mengembalikan seluruh pengorbanan penggugat tersebut. 
Menimbang bahwa tergugat menolak mengemabalikan seluruh 
biaya penyenggaraan pesta perkawinan karena timbulnya masalah dalam 
rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena kelemahan dan 
ketidakmampuan penggugat menjalankan kewajibannya sebagai suami, 
apalagi pengugat sudah tidak mengharapkan rukunnya rumah tangga ini. 
Hal ini dapat dilihat dari tindakan penggugat yang melaporkan tergugat 
kepada polisi sebagai upaya untuk menekan tergugat agar 
mengembalikan biaya perkawinan (uang naik); 
Menibang bahwa secara normatif, tidak ada perjanjian sebelumnya 
dan tidak ada aturan yang mengatur tentag pengembalian uang belanja 
perkawinan jika perkawinan itu gagal membentuk rumah tangga bahagia 
dan harmonis, bahkan walaupun suami (penggugat) gagal menggauli 
isterinya (tergugat) sebelum terjadi perceraian. 
Menimbang bahwa gagalnya penggugat menggauli tergugat selama 
dalam ikatan perkawinan, tidak dapat dibuktikan bahwa kegagalan itu 
diakibatkan dari keengganan atau penolakan tergugat untuk digauli. 
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Bahkan sebaliknya, majelis berpendapat bahwa tergugat sudah 
menyerahkan diri (tamkin) kepada penggugat dengan rela tidur seranjang 
dalam kamar yang dapat dikunci dari dalam, selama 10 malam. Dengan 
kata lain, jika cara berpikir  menggunakan analisis a contrario (mafhum 
mukhalafah), maka sesungguhnya pemahaman yang dapat dipetik dari 
peristiwa dua orang dewasa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tidur 
seranjang dalam kamar tertutup selama 10 malam adalah terjadinya 
hubungan suami-isteri.  
Menimbang bahwa penggugat dan tergugat tidur seranjang dalam 
kamar tertutup selama 10 malam tanpa terjadinya hubungan suami-isteri, 
justru dapat memicu prustasi bukan hanya oleh penggugat tetapi juga 
tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan disharmonisai, 
percekcokan, pertengkaran dan perpisahan sebagaimana yang dialami 
oleh penggugat dan tergugat; 
Menimbang bahwa secara natural, perempuan (tergugat) tidak 
memiliki potensi untuk memaksa laki-laki (penggugat) melakukan 
hubungan suami-isteri meskipun secara emosional tergugat menginginkan 
hubungan itu, sehingga dengan tidur seranjang dalam kamar tertutup 
selama 10 malam dinilai oleh majelsi hakim sebagai bentuk ketaatan dan 
penyerahan diri secara maksimal kepada penggugat.  
Menimbang bahwa ketaatan dan penyerahan diri tergugat telah 
dilakukan secara maksimal kepada penggugat  akan tetapi tergugat tidak 
memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggauli tergugat, maka majelis 
berpendapat bahwa alasan penggugat untuk meminta dan menuntut 
dikembalikannya biaya penyelenggaraan perkawinan yang diserahkan 
kepada tergugat, menjadi tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan. 
Menimbang bahwa penggugat telah diberi kesempatan dan telah 
berusaha untuk membuktikan dirinya sehat dan normal secara seksual, 
akan tetapi bukti tertulis yang diajukan penggugat  dengan kode PR, 
berupa surat keterangan kedokteran yang dikeluarkan oleh dokter 
spesialis urologi Rumah Sakit Pelamonia, hanya menyatakan bahwa 
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secara fisik penggugat adalah normal. Makna yuridis yang majelis pahami 
dari bukti PR ini adalah bahwa dilihat dari segi ukuran, baik lingkaran 
maupun panjangnya, alat vital penggugat berada dalam batas normal. 
Akan tetapi, bukti PR ini tidak memenuhi permintaan Pengadilan Agama 
agar penggugat diperiksa secara komprehensif  untuk memperoleh 
diagnosa meyakinkan mengenai kemampuan seksual penggugat, apakah 
alat vital (yang secara fisik itu normal) bisa berfungsi seksual atau tidak 
dapat berfungsi (disfungsi), karena yang dibutuhkan dalam hubungan 
suami-isteri bukanlah ukuran fisiknya, melainkan kemampuan ereksi 
(mengeras) dalam waktu yang memadai untuk melakukan penetrasi. 
Menimbang bahwa penggugat telah pula diberi kesempatan untuk 
mendatangkan saksi ahli, akan tetapi penggugat pada ahirnya gagal 
menghadirkan saksi ahli dalam persidangan; 
Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan penggugat, dari 
saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat tidak dapat 
menjelaskan kesalahan mendasar tergugat sehingga tidak terjadi 
hubungan suami isteri. Bahkan saksi-saksi tersebut, membenarkan bahwa 
penggugat dan tergugat pernah tidur seranjang dalam kamar tertutup 
selama 10 malam. Kalau penggugat betul-betul normal seharusnya 
memanfaatkan momen 10 malam itu melakukan hubungan suami isteri 
dengan tergugat. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terseut, maka 
majelis berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tidak terbukti, sehingga 
gugatan penggugat agar uang belanja perkawinan dikembalikan tergugat 
kepada penggugat, harus ditolak; 
Menimbang bahwa selain terjadinya perceraian sebelum 
berhubungan suami isteri, maka seperdua mahar dapat dikembalikan 
kepada sumai. Oleh karena penggugat terbukti memberi mahar berupa 2 
gram emas 23 karat, maka tergugat dihukum untuk mengembalikan 
separuhnya. Oleh karena itu, tergugat dihukum untuk mengembalikan 1 
gram emas 23 karat atau dilainya kepada penggugat; 
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya 
perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi; 
Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan hukum syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini; 
MENGADILI 
Dalam Konvensi 
 Mengabulkan gugatan penggugat; 
 Menjatuhkan talak satu ba‟in sughraa tergugat, TERGUGAT 
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, kepada penggugat, 
PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI  
 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk 
menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah 
yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat; 
Dalam Rekonvensi 
 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 
 Menghukum tergugat untuk mengembalikan 1 gram emas 23 karat, 
atau nilainya, kepada penggugat. 
 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya; 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
 Membebankan kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi 
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus 
satu ribu rupiah); 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa 
tanggal 3 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya‟ban 1435 H, oleh 
kami Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. 
Salmah, ZR dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai Hakim 
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
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umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim 
Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai 
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi / Tergugat 
Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. 
Hakim-Hakim Anggota,  Ketua Majelis 
 
Dra. Salmah, ZR                                         Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. 
 
Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI  Panitera Pengganti, 
 
 Hasbiyah, S.H. 
Perincian Biaya Perkara: 
1. Pendaftaran  Rp 30.000,00 
2. Administrasi  Rp  50.000,00 
3. Panggilan  Rp  210.000,00 
4. Redaksi  Rp  5.000,00 
5. Meterai Rp 6.000,00 
 Jumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) 
 
 
 
 
